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ABSTRAK 

 

Rina Ariska. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare (dibimbing oleh Zainal Said dan An Ras Try 

Astuti). 

 

 Pajak hotel adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang memiliki potensi 

bagi peneriman Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Perkembangan industri 

perhotelan akan berdampak secara langsung pada Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah, ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Parepare untuk lebih menggali 

pendapatan dari sektor pajak hotel yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui potensi pajak hotel terhadap peningkatan PAD Kota Parepare, 

mengetahui faktor yang mempengauhi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan 

PAD Kota Parepare, dan untuk mengetahui upaya pencapaian hasil pajak hotel 

terhadap peningkatan PAD Kota Parepare. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah  uji kredibilitas. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare sudah 

cukup efektif dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang ada 

selama tahun 2018-2019 dimana jumlah realisasinya sudah mencapai target yang 

telah ditentukan, terkecuali pada tahun 2020 tidak dapat terealisasikan dikarenakan 

adanya pandemi Covid-19. Hanya saja dalam menggali potensi pajak hotelnya 

pemerintah Kota Parepare masih belum efektif dikarenakan potensi pajak hotel yang 

ada jumlahnya sangat besar bila harus dibandingkan dengan realisasi penerimaan 

pajak hotel yang terjadi. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel hanya 

sebesar 1.108.908.632 rupiah, sangat jauh dengan potensi penerimaan hasil survey 

sebesar 6.613.978.229 rupiah. Pada tahun 2019 jumlah realisasi penerimaan pajak 

hotel hanya sebesar 1.364.197.552 dengan jumlah potensi penerimaan sebesar 

6.497.191.314 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan relatif 

kecil hanya sebesar 776.381.615 rupiah dengan jumlah potensi yang ada yaitu sebesar 

6.117.467.628 rupiah. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Tsa ts te dan sa ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 dzal dz de dan zet ذ

 Ra r Er ر

 zai z Zet ز



 

xv 

 

 sin S Es س

 syin Sy es dan ya ش

 shad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 dhad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 

 ta ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 

 za ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ىه

 hamzah ̕ Apostrof ء

 ya y Ya ي

 

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‟). 
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2. Vokal 

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut: 

 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Dhomma U U ا َ

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf,yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 ىيَْ 
Fathah 

dan Ya 

Ai a dan i 

 ىَوْ 
Fathah 

dan Wau 

Au a dan u 

Contoh : 

 Kaifa : كَي فَْ

لَْ  Haula : حَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat 

danHuruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 ىاَ / ىيَ
Fathah 

dan Alif 

atau ya 

Ā a dan garis di 

atas 

 ىيِْ 
Kasrah 

dan Ya 

Ī i dan garis di 

atas 

 ىوُ
Kasrah 

dan Wau 

Ū u dan garis 

di atas 

Contoh : 

 māta :  مات

 ramā :  رمى

 qīla :  قيل

 yamūtu :  يموت

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

ضَةُْالجَنَّةِْ  rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah :  رَو 

 al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah : الَ مَدِي نَةُْال فَاضِي لةَِْ
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مَةُْ  al-hikmah :   الَ حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّْ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 Rabbanā: رَبَّناَ 

ي ناَ   Najjainā : نَجَّ

  al-haqq : الَ حَقْ  

 al-hajj : الَ حَجْ  

 nuʻʻima : نعُ مَْ 

 ʻaduwwun : عَدوُْ  

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ىيِ 

Contoh: 

 ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby): عَرَبيِْ 

 ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : عَلِيْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah)لا

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

سُْ  al-syamsu (bukan asy- syamsu) :  الَ شَم 

ل زَلَةُْ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الَزَّ

 al-falsafah :  الفلَ سَفَةُْ

 al-bilādu :  الَ بلََِدُْ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh: 

نَْ  ta’murūna :  تأَ مُرُو 

ءُْ  ’al-nau :  النَّو 

ءْ شَيْ    : syai’un 

تُْ  Umirtu :  أمُِر 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar 

Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

8. Lafẓ al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

     Dīnullah  دِي نُْاللهِْ

 billah  باْالله

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَةِْاللهِْ ْرَح  ْفيِ   Hum fī rahmatillāh  همُ 

9. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital 

(Al-). Contoh: 
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Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subḥānahū wa ta‘āla 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  =  ‘alaihi al- sallām 

H =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

l.  =  Lahir tahun 

w.  =  Wafat tahun 
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QS …/…: 4  =  QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 

HR  =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة = ص

 بدون = دم

 صلىْاللهْعليهْوسلم = صلعم

 طبعة = ط

 بدونْناشر = ىن

 إلىْآخرهاْ/ْإلىْآخره = الخ

 جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.  :  Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau 

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. :  “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan 

kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet.  :  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj. :  Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. :  Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 
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No.  :  Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan 

mengontrol sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah mempunyai hak dan 

kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang 

dimiliki oleh daerahnya sendiri. Kewenangan tersebut harus dilakukan secara nyata 

dan bertanggung jawab. Maka untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah 

sangat perlu melakukan peningkatan terhadap pendapatan asli daerahnya agar mampu 

membiayai pemerintahannya sendiri. 

Seperti yang ada dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah dapat 

menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya baik yang berasal dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

maupun lain-lain PAD yang sah. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli 

daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan per Undang-Unadangan  yang berlaku.
1
 

Pendapatan Asli Daerah menjadi suatu indikator keberhasilan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka 

semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan 

                                                             
1
Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli 

Daerah (Yogyakarta : Depublish, 2018), h. 23. 
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pembangunan pemerintahannya sendiri. Dalam mencapai kemakmuran masyarakat, 

maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya, 

dimana pembangunan dapat dikatakan menjadi salah satu sarana untuk mencapai 

suatu kesejahteraan. 

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya 

disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, 

dan pembangunan daerah.
2
 

Salah satu jenis pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah adalah pajak 

hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan 

Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh hotel.
3
 

Sama seperti halnya pemerintah daerah yang ada di kota lain yang berada di 

Indonesia, Kota Parepare juga merupakan salah satu daerah yang diberikan 

kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam melaksanakan 

pembangunan yang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan segala 

sumber daya yang terdapat di dalam daerah untuk menunjang kelangsungan dan 

kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Parepare apabila terus di kembangkan 

secara langsung nantinya akan mampu meningkatkan kualitas dari daerah itu sendiri 

                                                             
2
Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek 

Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah) (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 2. 
3
 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi 

Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21,”. 
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sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya yaitu 

dengan cara melakukan peningkatan terhadap pajak daerah.    

Kota Parepare yang terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun 

transportasi laut yang sekaligus  menjadi tanah kelahiran Bapak Presiden RI yang ke-

3 Bacharuddin Jusuf Habibie. Posisi Kota Parepare yang strategis menjadikan Kota 

Parepare sebagai tempat persinggahan bagi arus penumpang yang hendak melakukan 

perjalanan wisata maupun perjalanan biasa baik menggunakan jalur laut maupun jalur 

darat. Di Kota Parepare juga banyak terdapat beberapa tempat wisata yang menarik 

untuk dikunjungi, mulai dari wisata alam, cagar budaya, hingga Monumen Cinta 

Sejati Habibie Ainun yang menjadi salah satu icon Kota Parepare, jadi tidak heran 

apabila di Kota Parepare terdapat banyak hotel yang bisa dikunjungi dan di jadikan 

sebagai pilihan untuk penginapan. 

Tabel 1.1. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Parepare Tahun 

       2018-2020 

No Jenis 
Tahun 

2018 2019 2020 

1 Melati 1 30 29 29 

2 Penginapan 4 3 4 

 Jumlah 34 32 33 

Sumber Data: BKD Kota Parepare
4
 

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa jenis dan jumlah penginapan/hotel 

Kota Parepare tahun 2018-2020 terdapat 33 jumlah hotel yang terdaftar sebagai wajib 

                                                             
4
 Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 
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pajak hotel, mengingat Kota Parepare merupakan tempat yang strategis sebagai 

tempat transit bagi para pendatang. 

Perkembangan industri perhotelan secara langsung atau tidak langsung akan 

berdampak pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak hotel. 

Sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Parepare untuk lebih 

menggali pendapatan dari sektor pajak hotel yang ada di Kota Parepare.  

Tabel 1.2. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020  

Tahun Anggaran Anggaran Pajak Hotel (Rp) Realisasi Pajak Hotel (Rp) 

2018 1.075.000.000,00 1.108.908.632,00 

2019 1.235.000.000,00 1.364.197.552,00 

2020 1.500.000.000,00 776.381.615,00 

Sumber Data: Kota Parepare Dalam Angka 2018
5
, 2019

6
 dan 2020

7
 

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa pajak hotel Kota Parepare tahun 

2018-2019 jumlah realisasinya sudah mencapai jumlah yang telah dianggarkan. 

Namun munculnya pandemi virus Corona di wilayah Indonesia pada awal tahun 

2020 lalu sehingga menyebakan Kota Parepare juga terkena dampaknya, yang 

menyebabkan adanya pembatasan pelaksanaan segala kegiatan prekonomian. Dimana 

di saat itu pemerintah mengeluarkan pemberlakuan social distancing, physical 

distancing, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk mengurangi 

penyebaran virus Corona. Dengan diberlakukannya hal tersebut, tentunya sangat 

                                                             
5
 Guruh Wahyu Martopo, Kota Parepare Dalam Angka 2018 (Parepare : BPS Kota Parepare, 

2018), h. 333. https://bit.ly/3ifLjsf (8 Mei 2021).  
6
 Guruh Wahyu Martopo, Kota Parepare Dalam Angka 2019 (Parepare : BPS Kota Parepare, 

2019), h. 327. https://bit.ly/3yXSnQq  (8 Mei 2021). 
7
 Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 

https://bit.ly/3ifLjsf
https://bit.ly/3yXSnQq
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berdampak pada menurunnya pendapatan prekonomian daerah serta sangat 

berpengaruh kepada target dan realisasi penerimaan pajak hotel. 

Berdasarkan pada tabel tersebut perbandingan realisasi penerimaan pajak 

hotel tahun 2018, 2019 dan 2020 saat sedang terjadi pandemi menurun drastis dari 

tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari virus Corona yang membuat kurangnya 

pengunjung yang menggunakan jasa penginapan. Sehingga  penurunan penerimaan 

realisasi pajak hotel dalam rentang waktu tahun 2018-2020 tentunya berpengaruh 

terhadap efektivitas dalam pemungutan pajak hotel. 

Sesuai dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Parepare. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Parepare? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare? 

3. Bagaimana upaya pencapaian hasil pajak hotel terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui potensi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Parepare. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. 

3. Untuk mengetahui upaya pencapaian hasil pajak hotel terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian pasti akan memberian suatu kegunaan, baik itu secara teoritis 

maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain : 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi 

ilmu ekonomi tentang efektivitas pajak hotel bagi peningkatan pendapatan asli 

daerah. Dan juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan referensi bagi 

para peneliti selanjutnya yang nantinya membahas permasalahan sejenis.  

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperluas 

pengetahuan peneliti terkait Pajak Hotel, serta mengetahui bagaimana 

cara mengukur efektivitas dari pajak hotel. 

b. Bagi Pemerintah Daerah (Badan Keuangan Daerah) Kota Parepare 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan dalam 

membuat setiap kebijakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah khususnya pada penerimaan Pajak Hotel. 

c. Bagi pembaca atau pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tambahan serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Kustanti Dian Puspitasari pada tahun 2010 

dengan judul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009”. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan 

efektivitas pajak hotel yang membandingkan realisasi dan potensi pajak, 

menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Semarang selama tahun 2007 

hingga 2009 terus menurun tiap tahunnya. Efektivitas pajak hotel atas losmen/kost 

dan gedung pertemuan tidak bisa dihitung karena tidak diketahui potensinya. Hotel 

yang efektivitas pajaknya menurun berarti realisasi pajaknya lebih kecil dibanding 

potensinya, hal ini disebabkan tingkat hunian hotel tidak bisa mencapai 45% sesuai 

apa yang telah ditetapkan oleh PHRI. Sedangkan hotel yang efektivitas pajaknya 

meningkat, hotel tersebut realisasi pajaknya lebih besar dibanding potensi pajak yang 

ditetapkan. Sedangkan untuk kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 

2007-2009 semakin menurun dari tahun ke tahun, menandakan kontribusi pajak 

daerah selain pajak hotel , meningkat lebih progresif tiap tahunnya dan menyumbang 

kontribusi lebih besar dibanding pajak hotel. Begitupula yang terjadi dengan 

kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang menurun tiap tahunnya, menandakan ada 

sumber penerimaan lain yang menyumbang kontribusi lebih banyak terhadap PAD.
8
 

                                                             
8
 Kustanti Dian Puspitasari, “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009” (Skripsi Sarjana; 

Jurusan Akuntansi: Semarang, 2010), h. 64-65. 
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah sama-sama membahas tentang efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap 

peningkatan PAD. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian 

penulis yaitu skripsi ini mengukur efektivitas pajak hotel dengan cara 

membandingkan realisasi pajak hotel dengan potensi pajak hotel, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis mengukur efektivitas pajak hotel dengan 

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan 

pendekatan proses. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini mengkaji 

mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 

2007-2009 dengan berlokasikan di Kota Semarang, sedangkan penulis hanya 

berfokus kepada efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2018-2020 

dan berlokasikan di Kota Parepare. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syah tahun 2014 dengan judul 

“Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan hasil penelitiannya menunjukkan 

efektivitas penerimaan pajak hotel secara keseluruhan pada tahun 2009 hingga 2013 

sudah termasuk efektif. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami 

fluktuasi selama tahun 2009 hingga 2013, dan mendapatkan rata-rata persentase 

sebesar 1,76% yang berarti pajak hotel masih kurang berkontribusi terhadap PAD, 

menandakan sumber penerimaan lain dapat menyumbang kontribusi lebih banyak 

terhadap PAD.
9
 

                                                             
9
 Irwan Syah, “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah” 

(Jurnal Of Accounting 3, No. 3, 2014), h. 10. 
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 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah sama-sama membahas tentang efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap 

peningkatan PAD. Sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar dari penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan 

rasio antara realisasi dan potensi untuk menentukan ukuran efektivitas, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis mengukur efektivitas pajak hotel dengan 

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan 

pendekatan proses. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini mengkaji 

mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 

2009-2013 serta berlokasikan di Kota Semarang, sedangkan penulis hanya berfokus 

kepada efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2018-2020 dengan 

berlokasikan di Kota Parepare. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faustina Kornelia Mada Seda tahun 2018 

dengan judul “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta”, dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota 

Yogyakarta pada tahun 2012-2016 berkisar antara 16,44% hingga 21,25%. Kontribusi 

pajak hotel terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014 

dimana pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 17,79% menjadi 

17,15%. Rata-rata kontribusi pajak hotel selama tahun 2012-2016 18,156% yang 

berarti kurang kontribusi. Dan pada efektivitas pajak hotel Kota Yogyakarta pada 

tahun 2012-2016 berkisar antara 90,30% hingga 110%. Pada tahun 2012 dan 2014, 

efektivitas pajak hotel diatas 90% yang tergolong efektif, sedangkan pada tahun 

2013,2015, dan 2016 efektivitas pajak hotel diatas 100% yang tergolong sangat 
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efektif. Rata-rata efektivitas pajak hotel selama tahun 2012-2016 adalah 100,306% 

yang berarti sangat efektif.
10

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah sama-sama membahas tentang efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap 

peningkatan PAD. Sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar dari penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini mengukur 

efektivitas pajak hotel dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel 

dengan target penerimaan pajak hotel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

penulis mengukur efektivitas pajak hotel dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu 

pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Perbedaan 

selanjutnya yaitu pada penelitian ini mengkaji mengenai kontribusi dan efektivitas 

pajak hotel terhadap PAD tahun 2012-2016 yang berlokasikan di Kota Yogyakarta, 

sedangkan penulis hanya berfokus kepada efektivitas penerimaan pajak hotel 

terhadap PAD tahun 2018-2020 dengan berlokasikan di Kota Parepare. 

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa tahun 2018 dengan judul “Kontribusi 

Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Maros”, dengan jenis penelitian kuantitatif dengan hasil penelitiannya 

menunjukkan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 masih tergolong 

rendah dikarenakan kurangnya jumlah unit hotel yang ada di  Kabupaten Maros dan 

jenis hotel yang hanya berbintang 1 dan 2 saja. Sedangkan dari hasil analisis 

kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

                                                             
10

 Faustina Kornelia Mada Seda, “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta” (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: 

Yogyakarta, 2018), h. 71. 
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(PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 dilihat secara keseluruhan 

selama enam tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran pada 

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi.
11

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah sama-sama membahas pajak hotel teradap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu 

skripsi ini mengkaji mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan analisis kontribusi 

dengan membandingkan pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis mengukur efektivitas pajak hotel dengan 

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan 

pendekatan proses. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini mengkaji 

mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah tahun 2011-2016 dan berlokasikan di Kabupaten Maros, sedangkan 

penulis berfokus kepada efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2018-2020 dengan berlokasikan di Kota Parepare.  

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan 

target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil 

program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan 
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 Annisa, “Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Maros” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi: Makassar, 2018, h. 73. 
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perbandingan antara outcome dengan input. Outcome adalah tujuan atau target yang 

ditetapkan.
12

 

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa efektivitas 

merupakan inti penting  dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya dalam setiap kegiatan, yang merupakan suatu tingkat 

keberhasilan yang dihasilkan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai nantinya. Semakin banyak suatu rencana yang berhasil tercapai maka 

suatu kegiatan dinilai semakin efektif. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit rencana 

yang berhasil tercapai, maka suatu kegiatan tersebut juga dianggap tidak efektif. 

Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana 

dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan saran yang digunakan, serta 

kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai dengan hasil memuaskan.
13

 

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak terutama 

penerimaam pajak hotel , maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar 

realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai 

pada suatu priode tertentu.  

 Devas mengemukakan bahwa efektivitas menyangkut semua tahap 

administrasi penerimaan pajak yang meliputi penentuan wajib pajak, penetapan nilai 

kena pajak, pemungutan pajak, penegakan sistem pajak, dan pembukuan penerimaan. 

 

                                                             
12

 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004), h. 75. 
13

 Martoyo Susilo, Sistem Pengadilan Manajemen (Yogyakarta: Salemba Empat, 1998), h. 

105. 
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1) Menentukan Wajib Pajak 

Menentukan wajib pajak dengan menggunakan prosedur yang dapat 

menyulitkan wajib pajak dalam menyembunyikan utangnya. Hal ini dapat 

dilakukan bila pembayaran pajak bersifat otomatis. 

2) Menerapkan Nilai Pajak Terutang 

Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat. Hal ini 

melibatkan wajib pajak atau petugas pajak dalam menentukan nilai 

sesungguhnya dari objek pajak dan menentuka tarif pajak yang benar. 

Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang 

semakin besar pula kesempatan untuk melakukan perundingan. Kerjasama ini 

tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi dapat diminimalisir dengan cara 

memisahkan fungsi penetapan pajak terutang dengan fungsi pemungutan 

pajak. 

3) Memungut Pajak 

Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah apabila 

pembayaran bersifat otomatis. Misalnya orang membeli karcis nonton bioskop 

maka dalam pembayaran karcis tersebut sudah dikenai pajak. Selain 

pemungutan pajak secara otomatis diperlukan juga peraturan dan penegakan 

hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak 

terutangnya. 

4) Pemeriksaan Kelalaian Pajak 

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban 

pajaknya diperlukan sistem pencatatan yang baik, sehingga kelalaian 
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pembayaran pajak dapat diketahui. Sistem ini harus dilengkapi dengan 

prosedur untuk menegakan pajak dan harus sungguh-sungguh dijalankan. 

5) Prosedur Pembukuan yang Baik 

Prosedur pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang 

telah terpungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk dalam rekening 

pemerintah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah 

kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan 

silang oleh berbagai petugas dan sistem pengawasan keuangan.
14

 

Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat 

yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan 

menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang 

memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara rinci menurut 

Abdul Halim dan Theresia Damayanti tujuan pelaksanaan audit efektivitas adalah 

dalam rangka : 

1) Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, 

apakah sudah memadai dan tepat. 

2) Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. 

3) Menilai efektivitas program dan unsur-unsur program secara terpisah. 

4) Mengidentifikasikan faktor yang menghambat pelaksanaan program yang 

mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang 

rendah. 
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 Devas Nick, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta: UI Press, 1989), h.144-

145. 
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5) Menentukan apakah program saling melengkapi, tumpang tindih atau 

bertentangan dengan program lain. 

6) Mengidentifikasikan cara untuk dapat melaksanakan program tersebut 

dengan baik. 

7) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk program tersebut. 

8) Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai 

untuk mengukur, melaporkan dan memantau efektivitas program. 

9) Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan 

dapat dipertanggung jawabkan mengenai efektivitas program.
15

 

 Keefektivan merupakan hal yang harus terpenuhi dalam organisasi dan audit 

dapat menjadi suatu penunjang efektivitas program di dalamnya. Dengan melakukan 

pelaksanaan audit efektivitas dapat membantu suatu organisasi untuk mengetahui 

kekuatan serta kelemahan program dan menindaklanjuti segala aktivitas yang tidak 

sesuai dengan program, agar dapat berjalan lebih baik apabila ada temuan yang perlu 

diperbaiki. 

b. Pendekatan Efektivitas 

 Hari Lubis dan Martani Huseini menyatakan efektivitas sebagai konsep yang 

sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini, 

menyebutkan tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu: 

                                                             
15

 Niken Indriani, “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009” (Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan: Surakarta, 2010), h. 31. 
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1) Pendekatan Sumber (System Resource Approach) 

 Pendekatan ini mengukur efektivitas dari input. Pendekatan 

mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber 

daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu 

lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang 

merata dengan lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-

sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan 

juga dilemparnya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang 

terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
16

 

Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari 

seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan 

lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai 

tujuan. Dalam pendekatan ini, sumber daya memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kelangsungan suatu kegiatan. Jenis sumber daya dapat berupa 

sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber sarana yang 

tersedia. Seperti halnya sumber daya manusia yang merupakan salah satu 

sumber terpenting dalam keberlangsungan suatu kegiatan karena memiliki 

peranan mendasar sebagai pengelola input dan memproses segala sumber 

daya masukan menjadi suatu output yang dihasilkan, karna tanpa adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas maka akan sulit bagi organisasi atau 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Disamping adanya sumber daya 
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 Hari Lubis dan Martani Huseini, Efektivitas Pelayanan Publik (Jakarta: Pustaka Binaman 

Presindo, 2007), h. 55. 
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manusia diperlukan juga sumber sarana sebagai peralatan atau perlengkapan 

untuk membantu pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan. 

2) Pendekatan Proses (Internal Process Approach) 

Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program 

dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan 

proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu 

lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan 

lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkordinasi. 

Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan 

perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang 

dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan 

lembaga. 

3) Pendekatan Sasaran (Goal Approach) 

  Pendekatan ini berpusat pada output, mengukur keberhasilan 

organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil 

merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting 

diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah 

sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran 

resmi
17
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Sesuai dengan penjelasan mengenai pendekatan sasaran diatas dapat 

diambil contoh yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai sebuah target untuk 

menyelesaikan penjualan barang dalam waktu satu minggu, dan barang 

tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut 

dapat dikatakan efektif. Atau dapat dikatakan pendekatan ini melihat atau 

lebih mengacu kepada hasil yang telah dicapai oleh suatu organisasi. 

Berdasarkan ketiga pendekatan yang digunakan terhadap pengukuran 

efektivitas diatas, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas dapat diukur 

apabila sudah terdapat hasil atau suatu pencapaian nyata dari berbagai 

kegiatan yang telah dilakukan. Ukuran efektivitas merupakan suatu standar 

yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang menunjukkan sejauh mana 

suatu organisasi dapat melakukan kegiatan dengan baik sehingga semua target 

beserta tujuan dapat tercapai dengan baik.  

Efektivitas juga diukur melalui kemampuan setiap orang maupun 

organisasi dalam mewujudkan setiap tujuan yang telah ditetapkan dengan 

proses yang baik sesuai dengan apa yang telah ditargetkan sebelumnya, 

karena suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa 

yang telah dikehendaki. 

c. Indikator Efektivitas 

Berdasarkan buku Sujadi F.X disebutkan bahwa mencapai efektivitas dan 

efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut: 
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1) Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

dengan tepat dalam artian target tercapai sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan. 

2) Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian 

efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan 

dan lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan 

serta penyelewengan. 

3) Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan 

bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan 

dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

4) Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan 

beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. 

5) Rasionalitas, wewenang, dan tanggung jawab artinya wewenang haruslah 

seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya 

dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. 

6) Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja 

yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang 

dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan 

tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan 

lancar. 

7) Akuntabilitas, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat 

dipertanggung jawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan 
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berkala periode yang telah diaudit untuk lembaga auditor independen yang 

trakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum 

bersifat transparan.
18

 

Kriteria atau ukuran efektivitas menurut Agung Kurniawan yang mengutip 

pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik, yaitu: 

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan 

atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan 

sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan 

atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang 

sudah ditetapkan agar para inplementer tidak tersesat dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan 

pemusatan upaya. 

3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan 

artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu 

menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan 

operasional. 

4) Perencanaan yang matang, diperlukan untuk penganmbilan keputusan 

yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau 

kegiatan dimasa yang akan datang. 
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 Sujadi F. X, Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen (Jakarta: CV Masagung, 1990), 

Cet Ke-3, h. 13. 
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5) Penyususan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan 

bekerja. 

6) Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk 

menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan 

efektif. 

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak 

dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak 

dapat mencapai tujuannya. 

8) Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk 

mengatur dan mencegah krmungkinan-kemungkinan adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai.
19

 

Menurut pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail Nawawi dalam bukunya 

Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja, menyebutkan kriteria efektivitas 

organisasi sebagai berikut : 

1) Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama 

organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa 

pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya. 

2) Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan 

sumber daya yang langka oleh organisasi. 
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 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 

107. 
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3) Kepuasa sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan 

organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. 

4) Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan 

organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. 

5) Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung 

jawab organisasi atau perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan 

potensinya untuk berkembang.
20

 

Berdasarkan semua kriteria atau ukuran efektivitas diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian suatu sasaran yang 

telah ditetapkan yang berdasar kepada standar yang berlaku menandakan perusahaan 

tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. 

2. Pajak Hotel 

a. Pengertian Pajak Hotel 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah 

Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel.
21

 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, 

gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos 

yang jumlah kamar lebih dar 10 kamar.
22

 Pendapat lain juga menyatakan bahwa hotel 
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 Ismail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja (Jakarta: VIV Press, 

2012), h. 196. 
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 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  Tentang Pajak Dan 
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adalah perusahaan jangka pendek yang menawarkan akomodasi berbayar, fasilitas 

yang tersedia berkisar dari kamar kecil dengan kasur berkualitas sedang hingga 

tempat tidur yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi.
23

 

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah 

pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel 

dengan pembayaran.
24

 Maka dari itu pemerintah daerah berhak untuk mengenakan 

pungutan pajak kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

sebagai salah satu wujud bakti kenegaraan yang memberikan manfaat untuk 

membiayai pembangunan daerah. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada 

masyarakatnya untuk membayar pajak, dan sebagai masyarakat kita harus menaati 

peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Q.S. An-Nisa’/4: 59. 

 ْ  ْ  ْ  ْْ   ْ ْ  ْْ ْْ  ْ ْْْْ  ْ

ْ   ْ ْْ  ْ  ْ   ْ ْْ ْ ْ  ْْْْْ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 
dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.

25
 

b. Objek Pajak Hotel 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 
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 Shana and Rohit Bhat, “A Study on the Problems of Goods and Services Tax on Hotel 

Industry in Mysore District” (Journal Of Business and Management, 2018), h. 49.   
24

 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010. 
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memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

Jasa penunjang sebagai mana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, 

internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya 

yang disediakan atau dikelolah hotel. Dengan kata lain otoritas pajak memiliki hak 

untuk memeriksa objek pajak apapun, terlepas dari lokasi, pembuatan, penyimpanan, 

perdagangan, dan tempat atau wilayah lain yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

mendapatkan penghasilan.
26

 

Adapun yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut: 

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselengggarakan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah.  

2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. 

3) Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 

4) Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, 

dan panti sosial lainnya yang sejenis. 

5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel 

yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
27

 

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel 

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan, 

wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan 

demikian, subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang 

menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) 
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pajak sementara orang pribadi atau badan, yang mengusahakan hotel bertindak 

sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen 

(subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.
28

 

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

di bayar pada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan 

tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah 

kabupaten/kota. Sehingga, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk 

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota 

lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang-

Undang.
29

 Karena pajak, biaya, dan kewajiban merupakan aspek penting karena 

dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan pemerintah. Bagi pemerintah, mereka 

berarti instrumen kebijakan fiskal karena berkontribusi dalam memastikan 

pendapatan anggaran.
30

 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli 

daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari 
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sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan  yang berlaku.
31

  

PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk 

pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat 

dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh 

oleh darerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.
32

 

Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

pendapatan yang berasal dari daerah berdasarkan pengelolaan sumber-sumber yang 

dimiliki oleh daerah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

1) Pajak Daerah 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi daerah). 

2) Retribusi Daerah 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut 

dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
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atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan.
33

 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang 

mencakup : 

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD. 

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

Negara/BUMN. 

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik Pemerintah Daerah. Rekening ini disediakan untuk 

mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis 

pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut : 

a)  Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 

b) Jasa giro 

c) Pendapatan bunga 

d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 
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e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjalan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah 

f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 

g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

h) Pendapatan denda pajak 

i) Pendapatan denda retribusi 

j) Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan 

k) Pendapatan dari pengembalian 

l) Fasilitas social dan umum 

m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
34

 

  Kemampuan daerah dalam menjalankan otonominya sangan tergantung dari 

sumber-sumber Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan berbagai macam sumber 

Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan keuangan 

yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Karena agar 

pembangunan dapat berjalan secara stabil, maka sumber-sumber pendapatan daerah 

menjadi hal yang utama dalam meningkatkan perkembangan suatu daerah.  

c. Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak 

masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan 

penerimaan daerah, antara lain : 
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a) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas 

fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap (kesenjangan 

fiskal). 

b) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk 

layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara 

negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk 

taat membayar pajak dan retribusi daerah. 

c) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum. 

d) Berkurangnya dana bantuan dari pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang 

tidak mencukupi). 

e) Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi rill.
35

 

C. Kerangka Konseptual 

Judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare”. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dan agar tidak menimbulkan suatu kesalah pahaman atas judul 

penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sebagai berikut: 

1. Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target 

yang ditetapkan.
36

 

2. Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap 

pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.
37
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3. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan 

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per- 

Undang-Undangan  yang berlaku.
38

 

4. Kota Parepare adalah sebuah Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

terbagi menjadi empat Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki Barat 

meliputi enam Kelurahan, yakni Kelurahan Bumi Harapan, Cappa Galung, 

Kampung Baru, Sumpang Minangae, Tiro Sompe dan Lumpue.  

Kecamatan Bacukiki meliputi empat Kelurahan yakni Kelurahan Lemoe, 

Lompoe, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung 

meliputi lima Kelurahan yakni Kelurahan Mallusetasi, Labukkang, 

Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi 

tujuh Kelurahan yakni Kelurahan Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung 

Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang.
39

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan 

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kota Parepare merupakan tingkat keberhasilan penerimaan pajak hotel 

dalam mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan, yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan per-Undang-Undangan yang berlaku. Semakin 

banyak sasaran yang berhasil tercapai, semakin efektif pula peranan pajak hotel 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare. 
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D. Kerangka Pikir 

 Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur sendiri 

urusan pemerintahannya guna untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber-

sumber ekonomi dan keuangan yang bersumber dari daerahnya. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar 

mampu membiayai pemerintahannya sendiri salah satunya dengan cara meningkatkan 

hasil pajak daerah melalui sektor pajak hotel.  

 Ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel adalah dengan cara melihat dari 

beberapa pendekatan yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan 

proses untuk melihat sejauh mana efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah.  

Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

 

 

  

 

  

 

 

Gambar. 2.1. Bagan Kerangka Pikir 

Pendekatan Sumber 

(System Resource Approach) 

Peningkatan PAD 

Kota Parepare 

Pendekatan Proses 

(Internal Process Approach) 
Pendekatan Sasaran 

(Goal Approach) 

Efektivitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Metode deskriptif adalah suatu 

metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Metode deskriptif bisa 

mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam 

tahapan-tahapan perkembangannya.
40

 Sedangkan dalam pendekatan fenomenologis 

peneliti berusaha memahami arti daripada suatu peristiwa/fenomena dan kaitan-

kaitannya dengan orang-orang dalam situasi-situasi tertentu.
41

 Peneliti dalam hal ini 

mencari makna berdasarkan interprestasi yang diberikan oleh subyek- subyek yang 

terlibat tetapi tidak mengabaikan kebenaran yang ada diluar dirinya. 

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui 

bagaimana efektivitas dari penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD di Kota 

Parepare tahun 2018-2020. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 

alamat Jl. Veteran No.25, Kecamatan Mallusetasi, Kelurahan Ujung, Kota Parepare. 

Adapun proses penelitian dilakukan ± 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. 

                                                             
40

 Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam 

Pendidikan (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 5. 
41

 Wawan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 29. 



34 

 

 

 

1. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan 

Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Keuangan Daerah, yang merupakan unsur penunjang urusan 

keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin 

oleh seorang Kepala Badan. 

a. Visi dan Misi Lembaga 

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Parepare, maka 

perwujudan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, selaras 

dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare terpilih. Visi 

Dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare harus mencerminkan 

dan mengimplementasikan visi dan misi Kota parepare serta platform 

politik Pemerintah Daerah, dengan kata lain merupakan penjabaran dari 

agenda-agenda yang ditawarkan Walikota dan Wakil Walikota kepada 

masyarakat. 

Sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Kota Parepare, maka 

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah merumuskan Visi yaitu: 
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1) Visi 

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan 

keuangan dan aset daerah yang efektif, efesien, transparan dan akutabel” 

Adapun penjelasan dari visi Badan Keuangan Daerah di atas dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang diperoleh daerah  

melalui sumber-sumber yang telah ditetapkan dan diatur dalam 

peraturan  perundang-undangan. 

b) Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, yang berarti keseluruhan 

dari rangkaian kegiatan yang ada di Badan Keuangan Daerah baik 

dalam pengelolaan kegiatan administrasi keuangan dan  asset serta 

pemberian pelayanan dalam rangka peningkatan kinerja Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare. 

c) Efektif, mengandung arti dapat mencapai tujuan yang maksimal 

secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat untuk mencapai 

hasil yang maksimal, dimana sebagai lembaga teknis pendapatan 

daerah senantiasa diberi patokan penerimaan yang tepat waktu dan 

tepat jumlah. 

d) Efesien, berarti mengandung biaya tenaga dan  waktu secara 

minimal dengan hasil yang maksimal yang artinya bahwa Badan 

Keuangan Daerah diharapkan mampu menjalankan tugas dengan 

tepat dan cermat, berdaya guna, tepat guna dan tepat sasaran 
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dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin dalam 

mencapai hasil yang optimum atau dalam melaksanakan tugas 

pokok dan  fungsinya sebagai koordinator pengelolaan pendapatan 

daerah. 

e) Transparan, bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya Badan Keuangan Daerah senantiasa menerapkan 

prinsip keterbukaan baik bagi petugas maupun wajib pajak dan 

retribusi untuk mengetaui hak dan kewajibannya masing-masing. 

Selain itu dengan memberikan informasi yang terbuka menyeluruh 

atas pertanggungjawaban pemerintah  dalam pengelolaan sumber 

daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  Badan Keuangan  

Daerah yang pada akhirnya akan menciptakan horizontal 

accountabilility antar instansi  terkait, pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

f) Akuntabel, mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerah 

serta sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dapat 

dipertanggungjawabkan secara legas formal. 

Di samping itu visi juga harus dirumuskan suatu misi yang 

diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan 

organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan 

perubahan zaman.  Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan, maka organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala 

tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai 
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visi organisasi. Adapun misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh 

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah:  

2) Misi  

a) meningkatkan dan mengelolah pendapatan daerah secara 

transparan dan akuntabel; 

b) mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah 

yang efesien dan efektif dalam rangka terciptanya akuntabilitas 

keuangan daerah; 

c) meningkatkan pengelolaan aset daerah secara profisional dan 

akuntabel; 

d) menyelenggarakan penatausahaan perkantoran yang tertib; 

e) meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam 

bidang penndapatan, keuangan  dan aset daerah. 

Adapun misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

MISI 1 : Meningkatkan Dan Mengelolah Pendapatan Daerah Secara Transparan Dan 

Akuntabel 

Bermakna bahwa Badan Keuangan Daerah senantiasa secara aktif berusaha 

mengoptimalkan serta mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah, baik 

pendapatan  asli daerah maupu sumber-sumber pendapatan  daerah lainnya yang  sah, 

secara  transparan dan  akuntabel berdasarkan peraturan erundang-undangan yang 

berlaku. 
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MISI  2 : Mengembangkan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang 

Efesien Dan  Efektif Dalam Rangka Terciptanya Akuntabilitas Keuangan Daerah 

Dalam upaya menciptakan akuntabilitas keuangan daerah, maka manajemen 

pengelolaan kauangan daerah haruslah diterapkan secara konsisten sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, untuk  itu diperlukan adanya sebuah sistem dalam 

pengelolaannya. Ini merupakan suatu  misi yang diemban Badan Keuangan Daerah 

dalam upaya mencapai visi organisasinya. 

MISI 3 : Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah Secara Profesional Dan Akuntabel 

Pengelolaan asset daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Keuangan 

Daerah yang menuntut profesionalisme yang tinggi serta akuntabilitas di dalamnya, 

sehinngga perlu meningkatkan nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaannya yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

MISI 4 : Menyelenggarakan Penatausahaan Perkantoran Yang Tertib Administrasi 

Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan 

Daerah dituntut untuk melaksanakan tata laksana administrasi yang tertib sesuai 

prosedur yang digariskan. Peranan penatalaksanaan administrasi menempati posisi 

ang sangat vital karena menyangkut prosedur kedinasan dalam menjalankan fungsi 

sebagai organisasi pemerintah. 

MISI  5 : Meningkatkan Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Dalam Bidang 

Keuangan, Pendapatan  Dan Aset Daerah 

Dalam upaya mencapai visi Badan Keuangan Daerah, dibutuhkan aparatur 

yang mampu memahami, menguasai, serta melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 
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profesionalisme yang tinggi, agar ddapat tercipta kondisi kerja yang produktif dalam 

mencapai target-target kinerja yan telah ditetapkan, yaknni  dalam bidang 

pendappatan daerah, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah. 

b. Struktur Organisasi 

Struktur susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 

berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 terdiri atas:  

1) Kepala Badan 

Tugas: Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

2) Sekretaris 

Tugas: Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, 

penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan 

keuangan.  

Membawakan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: 

a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

c) Sub Bagian pelaporan dan Evaluasi 

3) Bidang Pendapatan 

Tugas: Melakukan pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, dan 

penetapan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan 

perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah. 
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Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari: 

a) Sub Bidang pendapatan  dan Pedaftaran 

b) Sub Bidang pemeriksaan 

c) Sub Bidang penetapan 

4) Bidang Penagihan 

Tugas: Melaksanakan penagihan terhadap pajak dan retribusi daerah, 

penyelesaian keberatan, sengketa serta melaksanakan pembukuan dan 

pelaporan realisasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan 

kewenangan. 

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari: 

a) Sub Bidang penagihan Pajak dan  Retribusi Daerah 

b) Sub Bidang Penyelesaian Keberatan 

c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Tugas: Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, memonitoring, 

dan mengevaluasi laporan keuangan dan penatausahaan keuangan. 

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari: 

a) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Laporan 

b) Sub Bidang Pelaporan Keuangan 

c) Sub Bidang Penatausahaan Keuangan 

6) Bidang Anggaran 

Tugas: Merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan anggaran, 

bidang penyusunan anggaran serta bidang administrasi anggaran. 
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Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari: 

a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran 

b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

c) Sub Bidang Administrasi Anggaran 

7) Bidang Perbendaharaan 

Tugas: Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan serta mengevaluasi di bidang non gaji, bidang belanja 

gaji serta bidang pengelolaan kas daerah. 

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari: 

a) Sub Bidang Nol Gaji 

b) Sub Bidang Gaji 

c) Sub Bidang pengelolaan Daerah 

8) Bidang Aset 

Tugas: Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan 

mengendalikan serta mengevaluasi di bidang administrasi aset, bidang 

pengamanan aset dan bidang penilaian aset. 

Membawakan 3 (tiga) Sub Biang terdiri dari:: 

a) Sub Bidang Investarisasi Aset 

b) Sub Bidang Perencanaan dan Distribusi 

c) Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset 

9) Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan. 
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Gambar. 3.1. Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare tahun 2018-2020. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau 

pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil 
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observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.
42

 Data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara 

langsung kepada pihak hotel dan pihak Badan Keuangan Daerah Kota 

Parepare dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerimaan pajak 

hotel. 

2. Data sekunder  

Data sekunder meupakan sumber data tambahan yang diambil tidak 

secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang 

lain, dalam hal ini data sekunder diperoleh dari : 

a. Kepustakaan (Buku-buku, skripsi) 

b. Internet (Jurnal, artikel) 

c. Dokumen-dokumen Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan 

data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan 

objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat 

gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.
43

 Adapun 

objek yang menjadi fokus observasi adalah Kantor Badan Keuangan Daerah 

Kota Parepare. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interviewee)  melalui komunikasi langsung. Dapat pula 

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) 

antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara 

bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang 

sebelumnya.
44

 Yang menjadi objek wawancara yaitu pihak hotel, Kepala 

Bidang beserta para staf-staf pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-

dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.
45

 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang berupa 

catatan, buku, surat, koran, majalah, dan lain-lain. 

F. Uji Keabsahan Data 

 Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan sebagai 

penelitian  ilmiah,  maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas (credibility). Uji kredibilitas 

data  atau  kepercayaan  terhadap data hasil penelitian  kualitatif antara lain dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 
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penelitian,triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

membercheck.
46

 

 Uji kredibilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

triagulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data yang bersangkutan. Denzin membedakan empat 

macam triagulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik triangulasi dengan sumber, yaitu yang mengarahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis 

akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.
47

 Misalnya 

peneliti melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. 

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi 

peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses 

pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.
48
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Analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman. 

Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. 

Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, 

pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian 

dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh 

dan dicatat selama proses penggalian data dilapangan. Proses reduksi ini 

dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan 

pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. 

  Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data 

kualitatif  yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang 

penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa 

sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada 

simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
49

 

  Dapat disimpulkan bahwa reduksi data dilakukan dengan cara memilih 

setiap data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang kemudian akan diolah menjadi data yang 

lebih bermakna. 
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2. Penyajian Data 

Komponen kedua dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 

kepada peneliti untuk menarik simpulan dan mengambil tindakan. Penyajian 

data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi 

dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang 

terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang 

logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami. 

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi 

Penerikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil 

analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu 

kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverifikasi selama 

penelitian berlangsung agar dapat dipertanggung jawabkan. Makna-makna 

yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya 

sehingga validitasnya terjamin. 

Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan 

pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua 

langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang 

terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, 

dan simpulan sementara yang telah dirumuskan. Penarikan simpulan akhir 

sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami.
50
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Potensi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Parepare 

Berdasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan 

selama penelitian pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk meminta 

data terkait PAD yaitu data pajak hotel, kemudian melakukan wawancara pada 

Kepala Bidang Penagihan dan Kepala Sub Bidang Pendapatan dan peneliti juga 

melakukan wawancara pada pihak hotel selaku wajib pajak dengan mendatangi 

secara langsung objek pajak hotel yang ada di Kota Parepare. 

Potensi sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah ada namun belum 

didapatkan atau belum diperoleh ditangan. Karena untuk mendapatkan dan 

memperolehnya membutuhkan upaya atau usaha tertentu, seperti halnya untuk 

potensi suatu pajak hotel yang ada di Kota Parepare maka diperlukan upaya pajak 

dikarenakan potensi tersebut masih tersembunyi, maka perlu dilakukan penelitian 

terhadap potensi yang ada untuk mengetahui besarnya peluang penerimaan yang bisa 

dilakukan dalam pemungutan pajak apabila dilakukan secara maksimal. 

Adapun jumlah hotel yang ada di Kota Parepare pada tahun 2018-2020 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1. Jumlah dan Jenis Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020  

No Jenis Hotel 
Tahun 

2018 2019 2020 

1. Melati 1 30 29 29 

2. Penginapan  4 3 4 

   34 32 33 

Sumber Data: BKD Kota Parepare 

Dari perkembangan hotel yang ada di Kota Parepare berdasarkan data yang 

peneliti ambil dari BKD Kota Parepare terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 

2018-2020 terjadi perubahan jumlah hotel dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan 

dikarenakan adanya hotel dan penginapan yang tidak beroperasi lagi, kemudian pada 

tahun 2020 terjadi perubahan jumlah dikarenakan bertambahnya jumlah penginapan 

yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Parepare sehingga jumlah wajib pajak 

hotel di Kota Parepare hingga tahun 2020 adalah sebanyak 33 wajib pajak. 

Dengan berdasarkan pada data hotel yang peneliti ambil pada pihak hotel 

sebagai Wajib Pajak melalui wawancara langsung data yang terkait yaitu, klasifikasi 

hotel, jumlah kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari setahun, dan tarif pajak hotel, 

maka dapat di hitung potensi pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-2020. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 4.2. Klasifikasi Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020  

Jenis Hotel 
Jumlah Kamar  Tarif Kamar Rata-Rata Jumlah 

Hari 

Tarif 

Pajak  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Melati 1 687  680 674 240.109 236.853  252.719 365 10% 

Penginapan 52  52 52 312.500 326.923 356.538 365 10% 

Sumber Data: Data diolah peneliti 
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Berdasarkan data dari 33 hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di 

Kota Parepare dari tahun 2018-2020 diatas dapat dihitung potensi pajak hotelnya 

dengan menggunakan rumus menurut Harun sebagai berikut:
51

 

PPH = A x B x C x D 

Dimana:  

A : Jumlah kamar 

B : Tarif kamar rata-rata 

C : Jumlah hari 

D : Tarif pajak hotel   

Berikut perhitungan potensi pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-

2020. 

1. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018 

a. Kelas Melati 

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif 

pajak hotel   

            = 687 kamar x Rp 240.109 x 365 hari x 10% 

               = Rp 6.020.853.229 per tahun 

b. Penginapan 

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif 

pajak hotel   
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               = 52 kamar x Rp 312.500 x 365 hari x 10% 

                                        = Rp 593.125.000 per tahun 

2. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2019 

a. Kelas Melati 

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif 

pajak hotel   

                                 = 680 kamar x Rp 236.853 x 365 hari x 10% 

                                 = Rp 5.878.691.460 per tahun 

b. Penginapan 

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif 

pajak hotel   

                                      = 52 kamar x Rp 326.923 x 365 hari x 10% 

                                      = Rp 620.499.854 per tahun 

3. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2020 

a. Kelas Melati 

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif 

pajak hotel   

                                 = 674 kamar x Rp 252.719 x 365 hari x 10% 

                                 = Rp 6.217.140.119 per tahun 

b. Penginapan 

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif 

pajak hotel   
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                          = 52 kamar x Rp 356.538 x 365 hari x 10% 

                          = Rp 676.709.124 per tahun 

Berikut adalah kesimpulan dari uraian perhitungan potensi pajak hotel Kota 

Parepare selama tahun 2018-2020. 

Tabel 4.3. Potensi Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020  

Jenis Hotel 
Potensi Pajak Hotel (Rp) 

2018 2019 2020 

Melati 1 6.020.853.229 5.878.691.460 6.217.140.119 

Penginapan  593.125.000 620.499.854 676.709.124 

Jumlah 6.613.978.229   6.497.191.314 6.893.849.243 

Sumber Data: Data diolah peneliti  

Pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel Kota 

Parepare yang bersumber dari hotel melati pada tahun 2018 adalah sebesar 

6.020.853.229 rupiah dan pada tahun 2019 potensi penerimaan pajak hotel menurun 

menjadi 5.878.691.460 rupiah, terjadinya penurunan potensi pajak hotel ini 

disebabkan oleh berkurangnya jumlah hotel melati pada tahun 2019 serta adanya 

hotel yang tutup sementara dikarenakan adanya pandemi, seperti yang dijelaskan oleh 

pihak hotel Rich Ibu Aisyah bahwa: 

“Asal kita tau yah disini itu tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 itu kita tutup 
karna pandemi. Dan baru buka itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021”

52
 

Dan pada tahun 2020 potensi penerimaan pajak hotel meningkat menjadi 

6.217.140.119 rupiah, hal ini dikarenakan beberapa hotel menaikkan jumlah tarif per 

kamarnya. 

                                                             
52 Aisyah Admin Hotel Rich Kota Parepare, Wawancara di Hotel Rich Kota Parepare, tanggal 

21 Januari 2022. 
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Disamping hotel kelas melati yang berpotensi sebagai sumber pajak untuk 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare juga terdapat penginapan yang 

berpotensi cukup besar terhadap PAD Kota Parepare. Seperti yang diuraikan pada 

tabel 4.3. nampak bahwa potensi penerimaan pajak hotel yang bersumber dari 

penginapan pada tahun 2018 adalah sebesar 593.125.000 rupiah dan meningkat pada 

tahun 2019 sebesar 620.499.854 rupiah, kemudian pada tahun 2020 kembali 

mengalami peningkatan menjadi 676.709.124 rupiah. Peningkatan ini disebabkan 

karena adanya kenaikan tarif kamar dari beberapa penginapan yang terdaftar sebagai 

wajib pajak hotel di Kota Parepare.  

Peningkatan potensi penerimaan pajak hotel seperti pada tabel 4.3. 

menunjukkan peningkatan yang berbeda baik dari hotel kelas melati dan penginapan. 

Namun apabila diamati secara keseluruhan potensi penerimaan pajak hotel di Kota 

Parepare dari tahun 2018 adalah sebesar 6.641.353.083 rupiah. Kemudian terjadi 

penurunan penerimaan potensi pajak pada tahun 2019 sebesar 6.497.191.314 rupiah, 

ini dikarenakan adanya penurunan jumlah hotel dan adanya hotel yang tutup untuk 

sementara waktu akibat dari pandemi dan pada tahun 2020 potensi penerimaan 

meningkat senilai 6.893.849.243 rupiah. 

Apabila dilihat perbandingan antara target pajak hotel yang dibuat oleh Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare dengan potensi hasil dari survey yang dilakukan 

peneliti langsung dilapangan menunjukkan adanya selisih potensi penerimaan yang 

cukup signifikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4. Perbandingan Potensi Hasil Survey dan Target Pajak Hotel  Kota Parepare 

tahun 2018-2020  

Tahun Potensi Pajak Hotel 

(Rp) 

Target Pajak Hotel 

(Rp) 
Selisih 

2018 6.613.978.229 1.075.000.000 5.538.978.229 

2019 6.497.191.314 1.235.000.000 5.262.191.314 

2020 6.893.849.243 1.500.000.000 5.393.849.243 

Sumber Data: Data Primer (data diolah) 
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Dari tabel 4.4. diatas dapat dilihat bahwa  terjadi selisih antara target pajak 

hotel dengan potensi survey lapangan di Kota Parepare pada tahun 2018-2020.  

Dimana pada tahun 2018 target pajak hotel yang telah ditentukan oleh Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebesar 1.075.000.000 rupiah dan potensi 

hasil survey dilapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebesar 6.613.978.229 

rupiah, dengan demikian terjadi selisih antara target dengan potensi yang ada sebesar 

5.538.978.229 rupiah. 

Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah 

Kota Parepare adalah sebesar 1.235.000.000 rupiah sedangkan potensi hasil survey 

dilapangan sebesar 6.497.191.314 rupiah, dengan selisih antara target dan potensi 

yang ada sebesar 5.262.191.314 rupiah. 

Sedangkan pada tahun 2020 target yang telah ditetapkan oleh Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebesar 1.500.000.000 rupiah sedangkan 

potensi hasil survey peneliti dilapangan adalah sebesar 6.893.849.243 rupiah, dengan 

besar selisisih antara target dengan potensi yang ada dilapangan adalah sebesar 

5.393.849.243 rupiah. 

Berdasarkan jumlah tersebut pada tabel 4.4. dapat diketahui bahwa 

penerimaan pajak hotel dari tahun 2018-2020 yang jauh dari jumlah target yang telah 

ditentukan ternyata tidak diimbangi dengan potensi pajak hotel yang ada. Apabila 

dibandingkan dengan potensi pajak hotel, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

Kota Parepare masih belum efektif dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Hal 

ini disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam menentukan 

target hanya berdasarkan pada kemampuan realisasi tahun sebelumnya dan 

pertumbuhan ekonomi. Akan lebih baik apabila Badan Keuangan Daerah Kota 

Parepare melakukan survey langsung dilapangan agar penetapan target pajak hotel 

pada tahun yang akan datang dapat sesuai dengan potensi rill yang ada. Hal tersebut 

sesuai denga hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bidang 

Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa: 
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“Dalam penentuan target pajak hotel ada beberapa indikator dan parameter 
yang kita gunakan yakni, yang pertama pastinya faktor potensi yang ada, 
kemudian yang kedua faktor kemampuan realisasi tahun sebelumnya, dan 
yang ketiga pastinya pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan 
ekonomi masyarakat yang kita ambil”

53
 

Dengan hasil perhitungan potensi pajak hotel yang diperoleh dan berdasarkan 

realisasi penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Parepare, 

maka dapat dibuat perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi 

penerimaan pajak hotel di Kota Parepare. 

Tabel 4.5. Perbandingan Potensi Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pajak 

Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020 

Tahun 
Potensi Pajak Hotel 

(Rp) 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 
Selisih 

2018 6.613.978.229 1.108.908.632 5.505.069.597 

2019 6.497.191.314 1.364.197.552 5.132.993.762 

2020 6.893.849.243 776.381.615 6.117.467.628 

Sumber Data: Data Primer (data diolah) 

Dengan hasil perhitungan potensi pajak hotel di Kota Parepare selama tahun 

2018-2020, diketahui bahwa potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar 

nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi.  

Pada tahun 2018 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Parepare 

adalah sebesar 6.613.978.229 rupiah, sedangkan jumlah realisasi yang diperoleh dari 

sektor pajak hotel yang berdasarkan pada laporan realisasi APBD Kota Parepare 

tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 1.108.908.632 rupiah. Dengan jumlah selisih 

berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare adalah sebesar 

5.505.069.597 rupiah. 
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Pada tahun 2019 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Parepare 

adalah sebesar 6.497.191.314 rupiah sedangkan jumlah realisasi yang diperoleh dari 

sektor pajak hotel sebesar 1.364.197.552 rupiah. Dengan selisih berdasarkan 

perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare tahun 2019 adalah sebesar 

5.132.993.762 rupiah. 

Sedangkan pada tahun 2020 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh 

Kota Parepare adalah sebesar 6.893.849.243 rupiah, dengan jumlah realisasi yang 

diperoleh dari sektor pajak hotel sebesar 776.381.615 rupiah. Dan dengan selisih 

berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare tahun 2020 adalah sebesar 

6.117.467.628 rupiah. Dengan jumlah berdasarkan pada besarnya potensi yang ada 

pada tahun 2020 maka dapat dikatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 tidak 

berdampak pada penerimaan hotel di Kota Parepare. 

Hal itu disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tidak selalu 

melakukan pendataan atau pembaharuan data wajib pajak hotel yang ada di Kota 

Parepare. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare hanya menganggap pendataan itu 

sebagai sampel dan lebih mengacu kepada sistem Self Assessment atau wajib pajak 

melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri. Padahal tidak semua wajib 

pajak jujur dalam menjalankan sistem Self Assessment tersebut, maka diperlukan 

pengawasan untuk menjamin berjalannya sistem dan prosedur pemungutan pajak 

hotel dan perlunya Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk melakukan 

pendataan langsung dilapangan terhadap wajib pajak hotel di Kota Parepare. 
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B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare 

Dalam setiap proses pasti terdapat faktor pendukung dan penghambat atau 

kendala yang dihadapi, sama halnya dalam pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare 

yang pada semua pihak pasti menginginkan adanya kelancaran dalam setiap 

pekerjaan atau kegiatan. Maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan hubungan 

yang baik antara lembaga terhadap lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi 

sumber dalam mencapai tujuan. Dimana dari lingkungan akan diperoleh berbagai 

sumber yang merupakan input atau masukan untuk lembaga.  

1. Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota 

Parepare 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub 

Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut: 

 
“Yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel pastinya dengan tingkat 
okupansi (hunian) yang tinggi pasti omset pajaknya juga tinggi. Yang 
selanjutnya adalah kemampuan kita sendiri untuk menjual Parepare termasuk 
didalamnya kebijakan-kebijakan pemerintah yakni kebijakan program 10.000 
telapak kaki yang sebenarnya dari esensinya itu kita mengundang  orang-
orang untuk datang ke Kota Parepare. Apabila hanya datang untuk berkunjung 
maka kita undang dia untuk menginap, otomatis apabila dia menginap 
minimal sebagian 30% menginap di rumah keluarganya selebihnya pasti ada 
yang menginap di hotel-hotel. Kalau misalnya hanya singgah satu jam 
usahakan Parepare dengan daya tariknya membuat mereka agar bisa untuk 
menginap. Dan kalaupun cuma singgah untuk sekedar makan kita tawarkan 
untuk menginap supaya memberikan pemasukan pada pajak restoran sekaligus 
pajak hotel”

54
 

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh beberapa pihak hotel yang ada di 

Kota Parepare sebagai berikut: 
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“Yang mempengaruhi penerimaan hotel pastinya tamu yang datang, apabila 
tamu yang datang menginap banyak otomatis penerimaan juga tinggi”

55
 

 
“Jumlah pengunjung yang datang pastinya berpengaruh untuk penerimaan 
hotel”

56
 

 
“Untuk penerimaan hotel yah itu dari pengunjung pastinya, tapi untuk disini 
pengunjung sepi karenakan bisa lihat sendiri parkirannya bagaimana, untuk 
ukuran itu hanya muat 1 mobil saja”

57
 

 
“Banyaknya orang menginap menjadi pemasukan untuk kita karnakan 
perhitungannya itu per kamar”

58
 

Berdasarkan uraian dari beberapa informan tersebut diketahui bahwa tingkat 

okupansi (hunian) serta kempuan untuk mempromosikan Kota Parepare, mengundang 

berbagai pihak untuk berkunjung dan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah 

sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Parepare. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Hari Lubis dan Martani Huseini mengenai pendekatan 

sumber yang mengukur efektivitas dengan melihat dari sejauh mana hubungan antara 

lembaga dengan lingkungan sekitarnya, karena dari lingkunganlah dapat diperoleh 

sumber-sumber yang akan menjadi pemasukan bagi Kota Parepare. Dimana dalam 

hal ini hubungan yang diciptakan antara pemerintah Kota Parepare dengan 

lingkungan yang berupaya untuk menarik berbagai pihak untuk masuk dan menikmati 

segala fasilitas yang ada di Kota Parepare sehingga dapat menjadi pemasukan 

terutama dalam sektor pajak hotel. Apabila hal tersebut sudah terealisasikan otomatis 

akan menjadi pemasukan bagi Kota Parepare karena tingkat keberhasilan pemungutan 
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pajak hotel dapat mempengaruhi peningkatan PAD Kota Parepare. Sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Bapak Muh. Yusuf Azis selaku Kepala Bidang Penagihan 

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sebagai berikut: 

 
“Hal tersebut sangat berpengaruh sekali, karena kenapa disitulah di Kota 
Parepare dimana Kota kita ini pemasukannya itu lebih besar dari sektor pajak 
hotel dan restoran”

59
 

Menurut Sujadi F. X pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk 

membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan 

dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
60

 

 

2. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota 

Parepare 

Disamping adanya faktor pendukung adapun dalam penerimaan pajak hotel 

masih dijumpai beberapa hambatan atau kendala yang perlu mendapat perhatian atau 

penanganan agar peranan pajak hotel di Kota Parepare semakin efektif terhadap 

penerimaan daerah terkhusus pada PAD dari sektor pajak hotel di Kota Parepare. 

Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal  

Adapun yang menjadi kendala internal adalah faktor yang muncul dari dalam 

ruang lingkup kantor BKD Kota Parepare yang dalam hal ini menjadi petugas pajak 

hotel antara lain sebagai berikut: 
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1) Tidak Maksimalnya Petugas Pajak BKD Kota Parepare dalam Mengawasi 

Pemungutan Pajak Hotel 

Tidak maksimalnya petugas pajak BKD Kota Parepare dalam 

mengawasi pemungutan pajak hotel ini misalnya kurangnya pengecekan yang 

dilakukan petugas kepada pemilik hotel, sehingga pemilik hotel kadang tidak 

bersedia menunjukkan omset yang sebenarnya diperoleh. Padahal seperti yang 

diketahui pengenaan pajak hotel tersebut dihitung dari omset yang diperoleh 

oleh pihak hotel dikalikan dengan tarif 10% yang telah ditentukan. Dari 

pendapatan itulah pemilik hotel pasti akan menghitung jumlah pajak sekecil-

kecilnya yang harus dibayarkan kepada BKD dikarenakan tidak semua wajib 

pajak jujur dalam menghitung besar pajak yang dibayarkannya. 

Terlebih lagi dalam penerapan Self Assesment System dimana sistem 

ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

melaporkan, dan menyetor sendiri pajaknya, seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan 

Daerah Kota Parepare sebagai berikut: 

“Pajak hotel itu salah satu jenis pajak yang menganut sistem Self 
Assessment atau menghitung dan membayar dan melaporkan pajak 
sendiri sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2016 tentang 
Penentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jadi untuk pajak 
hotel sendiri itu wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar 
sendiri pajaknya. Jadi bisa dijadikan referensi PP 55 Tahun 2016 
sandingkan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah)”

61
 

Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh beberapa pihak hotel 
yang ada di Kota Parepare sebagai berikut: 
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Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata menjalaskan bahwa: 

“Kami menghitung sendiri sesuai dengan tarif pajak 10% dari omset 
yang ada setiap bulannya”

62
 

Ibu Ratna Reception hotel Kenari menjelaskan bahwa: 
 

“Iya untuk pajaknya itu dihitung sendiri sesuai tarif pajak 10%”
63

 
 

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan bahwa: 
 
“Iya menghitung sendiri secara manual dikarenakan tidak ada alat jadi 
omsetnya itu dipotong 10%”

64
 

Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan bahwa: 

 
“Iya kami menghitung sendiri pajaknya secara manual”

65
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurang maksimalnya 

petugas pajak dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam 

melakukan pengawasan pemungutan pajak hotel di Kota Parepare.  

Seperti yang diungkapkan Agung Kurniawan yang mengutip pendapat 

dari James L. Gibson mengenai kriteria atau ukuran efektivitas yaitu sistem 

pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur 

dan mencegah krmungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam 

pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai.
66
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2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kota 

Parepare 

Dalam pengelolaan pajak hotel yang menjadi kendala adalah 

keterbatasan akan SDM yang tentunya akan berdampak pada tidak efektifnya 

pengelolaan pajak  hotel di Kota Parepare. Seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Rahmat Muin selaku Ke pala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan 

Daerah Kota Parepare, sebagai berikut: 

 
“Kalau masalah hambatan-hambatannya pastinya sumber daya 
manusia dari  pihak kami, serta kesadaran para pelaku usaha atau 
masyarakat”

67
 

Kurangnya sumber daya manusia dari pihak lembaga pemerintah juga 

menjadi kendala dikarenakan sumber daya menusia merupakan salah satu 

sumber terpenting. Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini sumber daya 

memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan suatu kegiatan. 

Jenis sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya 

keuangan, dan sumber daya sarana yang tersedia. Seperti halnya sumber daya 

manusia yang merupakan salah satu sumber terpenting dalam 

keberlangsungan suatu kegiatan karena memiliki peranan mendasar sebagai 

pengelola input dan memproses segala sumber daya masukan menjadi suatu 

output yang dihasilkan, karna tanpa adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas maka akan sulit bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai 

tujuannya.
68
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3) Sarana Penunjang Tidak Memadai Untuk Melakukan Kegiatan Di Luar 

Kantor 

Tidak adanya sarana yang dimiliki oleh kantor Badan Keuangan 

Daerah untuk melaksanakan kegiatan di luar kantor, karena kendaraan seperti 

motor dinas hanya diperuntungkan untuk pegawai PNS saja sehingga para 

pegawai/staf honorer harus menggunakan kendaraan masing-masing. 

Misalnya untuk melakukan penagihan atau monitoring pajak hotel para staf 

harus menggunakan kendaraannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Bapak Amriadi selaku staf bidang penagihan Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa: 

 
“Untuk turun monitoring dan menagih  pajak itu kita menggunakan 
kendaraan masing-masing”

69
 

Menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. 

Gibson dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mengenai kriteria atau 

ukuran efektivitas salah satunya yaitu tersedianya sarana dan prasarana, 

sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan 

suatu program agar berjalan dengan efektif.
70

 

b. Faktor Eksternal 

Adapun yang menjadi penghambat atau kendala eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar yaitu yang muncul dari lapangan dalam hal pemungutan terhadap 

wajib pajak hotel Kota Parepare antara lain sebagai berikut: 
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1) Adanya Pandemi Covid-19 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muh. Yusuf Azis 

selaku Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 

terkait kendala dalam penerimaan pajak hotel, sebagai berikut: 

“Adanya keluhan-keluhan dari wajib pajak hotel dengan adanya 
pandemi, dimana pandemi inikan bukan cuma dirasakan di Indonesia 
tapi sudah mendunia, karna kenapa kurangnya dari masyarakat yang 
masuk untuk menginap di hotel dengan adanya aturan dari pemerintah 
tentang pembatasan sehingga pemasukan mereka itu berkurang, karena 
dimana kemarin itu wabah pandemi di Kota Parepare sempat 
memasuki zona merah”

71
 

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh pihak hotel Ibu Irma 

Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Parepare bahwa: 

 
“kendalanya itu dari segi jumlah yang harus dibayarkan, karena 
adanya pandemi dan aturan pembatasan waktu dari pemerintah Kota 
Parepare dan tingginya tarif pajak untuk para pengguna pajak yang 
sangat membebani secara bisnis”

72
  

Sama halnya yang diungkapkan oleh penanggung jawab hotel Graha 

Indah bahwa: 

 
“Selama pandemi pengunjung lumayan sepi karena sebelumnya 
banyak tamu umum yang datang tapi karena adanya pandemi jadi 
berkurang”

73
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia pada awal 

tahun 2020 lalu khususnya Kota Parepare yang sempat memasuki zona merah 

sangat berdampak pada penerimaan hotel yang ada di Kota Parepare, dengan 
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adanya segala pemberlakuan peraturan pemerintah guna untuk mengurangi 

penyebaran Covid-19 sehingga berdampak pada sektor perhotelan yang ada di 

Kota Parepare, khususnya pada tingkat okupansi atau hunian yang menjadi 

sumber penerimaan dari hotel. Dengan adanya pandemi tingkat okupansi 

menjadi berkurang dan berdampak langsung pada pemasukan daerah yaitu 

dari sektor pajak hotel. 

2) Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Yang Masih Rendah 

Banyak dari wajib pajak yang belum tahu mengenai pajak khususnya 

pajak hotel. Banyak wajib pajak yang berasumsi bahwa pajak hotel tersebut 

dikenakan kepada mereka, padahal sebenarnya yang dikenakan pajak itu 

adalah para pengunjung bukan pemilik usahanya. Seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut: 

 
“Kalau masalah hambatan-hambatannya pastinya sumber daya 
manusia dari  pihak kami, serta kesadaran para pelaku usaha atau 
masyarakat”

74
 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Amriadi Staf Bidang 

Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa: 

 
“Kendalanya itu saat pihak hotel tidak menggunakan alat pajak online 
yang telah disediakan saat tamu hotel melakukan transaksi kepada 
pihak hotel”

75
 

Kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha atau masyarakat yang 

dalam hal ini merupakan wajib pajak hotel menjadi kendala yang terjadi di 
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lapangan. Karena semakin tinggi kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak 

dalam membayar pajak, semakin besar pula dana yang masuk pada kas 

pemerintah. Seperti halnya hasil wawancara dengan pihak hotel yang ditanya 

terkait manfaat yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai 

wajib pajak hotel sebagai berikut: 

 
“Untuk manfaatnya saya tidak tau manfaat apa yang diperoleh dalam 
membayar pajak”

76
  

 

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kurangnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak tidak lepas dari 

kurangnya pengetahuan serta pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap 

pajak. Sikap wajib pajak yang menganggap bahwa pajak itu merupakan 

pengeluaran yang sia-sia, merupakan salah satu faktor yang menjadi 

penghambat dan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban pajaknya. 

Seharusnya sebagai masyarakat atau wajib pajak kita harus menaati 

peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin atau pemerintah. Sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’/4: 59. 

 ْ  ْ  ْ ْ ْ  ْ ْ  ْْ ْْ  ْ ْْْْ ْ

 ْ  ْ ْْ  ْ  ْ   ْ ْْ ْ ْ  ْْْْْ 

  Terjemahannya : 

Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
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kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

77
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk taat 

kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah kedua-Nya. Allah 

SWT juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Dimana manusia 

di perintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya tidaklah 

akan berjalan baik urusan agama dan dunia kecuali dengan taat kepada 

pemimpinnya. Jadi, sudah sepantasnya sebagai wajib pajak untuk patuh akan 

peraturan pemerintah untuk membayar pajak sebagai bentuk wujud dari bakti 

kenegaraan yang memberikan manfaat untuk membiayai pembangunan daerah 

khusunya Kota Parepare. 

3) Tidak Melaporkan Objek Pajak Baru 

Tidak adanya laporan dari wajib pajak terkait dengan objek pajak baru 

yang tentunya akan berdampak pada upaya peningkatan penerimaan Kota 

Parepare khususnya dari sektor pajak hotel. Demikian pernyataan yang 

disampaikan oleh Bapak Tahang pemilik rumah kos di IAIN Parepare bahwa: 

 

”Disini ada 15 kamar, dan tidak dikenakan pajak oleh pemerintah”
78

 
 

Pajak kos-kosan sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-

Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang membahas tentang pajak hotel/penginapan. Dalam hal ini yang 

termasuk dalam kategori hotel adalah motel, losmen, rumah penginapan, 

                                                             
77

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2016). 
78

Tahang Pemilik Rumah Kos Pondok Reski di IAIN Parepare, Wawancara di Kos Pondok 

Reski IAIN Parepare, tanggal 15 Januari 2022. 



68 

 

 

 

maupun rumah kos dengan jumlah ruang tidur lebih dari 10.
79

 Menurut Abdul 

Halim dan Theresia Damayanti dalam efektivitas adalah menilai ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat yang 

menyebabkan pajak hotel yang ada di Kota Parepare tidak terpenuhi, baik itu 

dari faktor internal seperti tidak maksimalnya petugas pajak BKD Kota 

Parepare dalam mengawasi pemungutan pajak hotel, keterbatasan sumber 

daya manusia BKD Kota Parepare, serta sarana penunjang yang dimiliki BKD 

tidak memadai. Dan adapun faktor internal seperti dengan adanya pandemi 

Covid-19 yang berpengaruh terhadap tingkat okupansi atau hunian hotel, 

kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha atau masyarakat, dan wajib pajak 

tidak melaporkan objek pajak baru. 

C. Upaya Pencapaian Hasil Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Parepare 

Tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya 

dalam setiap kegiatan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan dengan 

cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Semakin banyak suatu 

rencana yang berhasil tercapai maka suatu kegiatan dinilai semakin efektif. Maka 

untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan cara untuk dapat melaksanakan rencana 

atau program tersebut dengan baik. 
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Disamping dari hasil yang diperoleh pastinya terdapat upaya-upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam mencapai target yang telah di 

tentukan. Pemerintah Kota Parepare berusaha semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah salah satunya dari 

sektor pajak hotel agar dapat mencapai target. Hari Lubis dan Martani Huseini 

menyebutkan tiga pendekatan utama dalam mengukur efektivitas yaitu pendekatan 

sumber, pendekata proses, dan pendekatan sasaran. 

1. Pendekatan Sumber 

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengupayakan pencapaian 

hasil pajak hotel melalui berbagai upaya berdasarkan pada pendekatan sumber yang 

mengukur efektivitas dari input (masukan) dengan melaksanakan program kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Adanya Program Optimalisasi Pendapatan 

 Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Muin Kepala Sub Bidang 

Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut: 

“Apabila membahas upaya penerimaan pajak hotel konsepsi dari pajak hotel 
itu sendiri adalah termasuk di dalamnya kos, penginapan, wisma. Kalau 
upaya-upaya pastinya ada namanya program optimalisasi pendapatan itu ada 
dua arah, satu namanya program ekstensifikasi pendapatan dan ada yang 
namanya intensifikasi pendapatan. Kalau intensifikasi pendapatan kita 
melakukan pendataan-pendataan yang lebih sifatnya pemuktahiran data pada 
wajib pajaknya, usahanya dimana kita lakukan penongkrongan yang mana 
dulunya kita cuma selalu melaporkan omsetnya cuma 300 ribu dalam satu 
hari, namun dengan cara kita tongkrongi yang dianggap tidak rasional, kita 
lakukan penungguan, pendataan, biasa saja kita dapatkan menjadi 500 ribu. 
Kalau ekstensifikasi pendapatan kita lakukan identifikasi wajib pajak baru, 
contoh di daerah IAIN sudah ada banyak kos-kosan disana, kita lakukan 
identifikasi disana daftar dan lakukan pembukuan pajak baru”

80
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Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat diketahui dalam pencapaian 

penerimaan pajak hotel di Kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah Kota 

Parepare melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang 

bersumber dari pajak hotel. Diantaranya yaitu melakukan program optimalisasi 

pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu program ekstensifikasi pendapatan dan 

program intensifikasi pendapatan. Program ekstensifikasi pendapatan dimulai dari 

proses identifikasi wajib pajak baru. Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan 

jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan tentunya belum melakukan kewajiban 

pajaknya dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak. Sedangkan  program intensifikasi pendapatan sifatnya lebih kepada 

penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. 

Dimana kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaanya salah 

satunya dengan melakukan pengawasan dan pendataan.  

Menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson 

dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mengenai kriteria atau ukuran 

efektivitas salah satunya yaitu sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini 

diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai.
81
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b. Pembentukan Sistem Pengawasan Monitoring Pajak Online 

Dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor 

pajak hotel Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menerapkan pembayaran 

menggunakan metode pajak berbasis online atau disebut MPOS (Monitoring Payment 

Online System). MPOS tersebut telah terbagi dibeberapa titik wajib pungut pajak di 

Kota Parepare dan setiap saat BKD bisa memantau kegiatan para wajib pungut pajak 

hotel melalui alat MPOS dengan dipantau oleh para tim monitoring pajak online. 

Seperti hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Muin, bahwa: 

“Sekarang sistem pengawasan monitoring pajak hotel yang ada di Kota 
Parepare yakni sejak tahun 2019 kita namanya implementasi penerapan pajak 
online. Jadi, penerapan pajak online itu ada dua langkah yaitu pemasangan 
perangkat pajak online di hotel-hotel yakni MPOS (Monitoring Payment 
Online System), yang kedua dengan adanya MPOS itu kita membentuk 
namanya satuan petugas (satgas) yang terdiri dari yang namanya tim 
monitoring pajak online yang bertugas melakukan pengawasan secara harian. 
Jadi, teman-teman, satgas, tim itu turun setiap hari minimal dua kali sehari 
untuk melakukan pengecekan”

82
 

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhammadong selaku 

Penanggung Jawab hotel Graha Indah bahwa: 

“Sekarangkan sistem online ada alat dari BKD untuk pelaporan pajak online, 
jadi setiap kamar yang di input selama sebulan di alat itu akan terhitung 
langsung jumlahnya di BKD”

83
 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdul Halim dan Theresia 

Damayanti bahwa dalam efektivitas adalah menilai apakah sistem pengendalian 

manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau 

efektivitas program. 

 

                                                             
82

 Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 

Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022. 
83 Muhammadong, Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di 

Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022. 



72 

 

 

 

c. Pembentukan Tim Penagihan Pajak Hotel 

Pembentukan tim penagihan pajak hotel oleh Badan Keuangan Daerah Kota 

Parepare dilaksanakan dengan melakukan penagihan secara aktif kepada wajib pajak 

hotel melalui staf bidang penagihan. Penagihan ini dilakukan oleh staf dengan cara 

mendatangi pihak wajib pajak hotel secara langsung untuk mengambil pembayaran 

pajaknya. Karna apabila tidak melakukan pendekatan persuasif akan sangat sulit 

untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel dikarenakan masih 

banyaknya wajib pajak hotel yang lupa akan kewajibannya dalam membayar pajak. 

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Amriadi staf pelaksana penagihan terhadap wajib 

pajak bahwa: 

“Kebanyakan wajib pajak tidak datang ke kantor tetapi kita yang menjemput 
langsung pajaknya karena katanya sangat membantu dan tidak memakan 
waktu”

84
 

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan hal 

yang serupa bahwa: 

 
“Kalau disini staf dari BKD yang datang menjemput. Sistem jemput pajak 
yang dilakukan juga sangat memudahkan bagi kami”

85
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II 

bahwa: 

 
“Iya dari staf yang menjemput langsung. Sistem menjemput pajaknya juga 
membantu karena kita tidak repot lagi untuk kesana membayar pajaknya”

86
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Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sujadi F.X dalam 

mencapai efektivitas haruslah terpenuhi syarat salah satunya yaitu prosedur kerja 

yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target 

efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta 

pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat 

dilaksanakan dengan lancar.
87

 

Setelah staf melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel hasilnya akan di 

setor di loket BKD dan dari pihak loket kemudian akan melakukan setor langsung 

pada kas daerah melalui Bank Sulselbar. Dan hasil dari kas daerah akan langsung di 

input kembali di pembukuan oleh pihak BKD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muh. Yusuf Azis Kepala Bidang Penagihan 

Badan Keuangan Kota Parepare sebagai berikut: 

 
“Di dalam pembukuan itu ada yang namanya realisasi, jadi realisasi inilah tiap 
masyarakat menyetor atau staf kami dari bidang penagihan yang turun 
langsung untuk menagih, begitu selesai langsung di setor di kas daerah dan 
hasil dari kas daerah langsung kami akan input kembali di pembukuan, dan itu 
tidak ada masalah”

88
 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Devas Nick bahwa efektivitas 

menyangkut tahap administrasi penerimaan pajak hotel salah satunya yaitu prosedur 

pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang telah dipungut petugas 

benar-benar dibukukan dan masuk dalam rekening pemerintah.
89
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d. Sosialisasi/Penyuluhan Terkait Dengan Ketaatan Membayar Pajak 

Pemerintah Kota Parepare menggelar berbagai sosialisasi terkait dengan 

ketaatan membayar pajak salah satunya yaitu dengan sosialisasi penerapan sistem 

pajak online dengan memakai MPOS (Monitoring Payment Online System) yang 

bertujuan untuk mengoptimalisasikan realisasi penerimaan dan pendapatan daerah 

khususnya pada sektor perhotelan yang beroperasi di Kota Parepare dikarenakan 

seringnya ketidakjujuran dari para pengusaha atau wajib pajak untuk menyetor 

pajaknya setiap waktu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Muin Kepala 

Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa: 

 
“Secara priodik kita lakukan sosialisasi- sosialisasi, bukan cuma kita dalam 
struktur pemerintah Kota Parepare baik eksekutif maupun legislatif secara 
berkesinambungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang 
pajak daerah”

90
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Irma Assistant Administrasi hotel 

Satria Wisata Kota Parepare bahwa: 

   “Untuk penyuluhan itu ada menggunakan mesin pajak”
91

 

Penanggung Jawab hotel Graha Indah Bapak Muhammadong juga 

menjelaskan bahwa: 

 
“Untuk sosialisasinya itu ada seperti disuruh menggunakan alat pajak 
online”

92
 

Bapak Supardi selaku Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 juga menjelaskan, 

bahwa: 
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“Sebelum Covid-19 sosialisasi itu ada seperti biasanya menghadiri undangan 
rapat tapi setelah Covid-19  tidak pernah lagi”

93
 

Selaku Accounting hotel Pare Beach Ibu Devi Tasik Layuk juga menjelaskan 

bahwa: 

 
“Biasa ada penyuluhan yang dilakukan di Kantor Walikota Parepare”

94
 

e. Apresiasi Wajib Pajak Taat 

Adanya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare kepada wajib 

pajak hotel yang rajin dan taat membayar pajaknya. Promosi tersebut sebagai bentuk 

apresiasi kepada para wajib pajak yang taat. Dimana kegiatan tersebut merupakan 

momentum untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk melahirkan 

indikator dalam mensejahterahkan masyarakat, karena sekeras apapun pemerintah 

untuk mencapai target tetapi apabila masyarakatnya tidak memiliki kesadaran tentang 

pajak otomatis kinerja yang dihasilkan juga tidak akan efektif. Sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Ibu Devi Tasik Layuk Accounting hote Pare Beach bahwa: 

 
“Ada promosi dari pemerintah karena tepat waktu dalam membayar pajak”

95
 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Supardi Penanggung Jawab 

hotel Gandaria 1 bahwa: 

 
“Tahun sebelumnya sering ada promosi tapi selama pajaknya menunggak itu 
tidak ada lagi”

96
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94 Devi Tasik Layuk Accounting Hotel Pare Beach Kota Parepare, Wawancara di Hotel Hotel 

Pare Beach  Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022. 
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Penanggung Jawab hotel Graha Indah Bapak Muhammadong juga menjelaskan 

bahwa: 

 
“Dari pemerintah biasa ada promosi seperti baru-baru ini ada acara dari 
pemerintah kota sepak takraw, tinju, dimana atletnya ditempatkan disini untuk 
menginap, jadi otomatis dibantu mempromosikan”

97
 

2. Pendekatan Proses 

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengupayakan pencapaian 

hasil pajak hotel melalui berbagai upaya berdasarkan pada pendekatan proses yang 

melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 

internal atau mekanisme organisasi sebagai berikut: 

a. Keterlibatan Staf dalam Pembuatan Program 

Keterlibatan semua pegawai/staf dalam pembuatan setiap program terkait 

peningkatan pajak hotel Kota Parepare sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pencapaian hasil penerimaan pajak hotel, dikarenakan setiap keputusan sangat 

membutuhkan masukan dari berbagai pihak khususnya para pegawai/staf agar mereka 

mengetahui dan paham setiap program yang akan dilaksanakan kedepannya. Hal ini 

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Muh. Yusuf Azis Kepala Bidang 

Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa: 

“Iya pastinya semua pegawai terlibat karena mereka penting untuk tahu semua 
program yang akan dilaksanakan. Biasanya kami itu kumpul bersama atau 
mengadakan rapat untuk membahas semuanya”

98
 

 

                                                             
97 Muhammadong, Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di 

Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022. 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Amriadi Staf Bidang Penagihan 

Kota Parepare bahwa: 

”Iya kami sebagi pegawai/staf ikut terlibat dalam setiap rapat untuk 
pembentukan setiap program yang akan dilakukan”

99
 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti selain rapat yang 

dilakukan per bidang ada juga rapat gabungan yang dilakukan antara bidang 

penagihan dan bidang pendapatan. Seperti yang diungkap oleh Staf Bidang 

Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa: 

“Rapat yang dilakukan tidak hanya per bidang saja tapi biasa juga diadakan 
rapat gabungan bidang penagihan dan pendapatan”

100
 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hari Lubis dan Martani Huseini yang 

menyebutkan pengukuran efektivitas organisasi yang berdasarkan pada pendekatan 

proses dimana pada lembaga yang efektif proses internal berjalan dengan lancar 

dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. 

b. Pengetahuan Staf Terhadap Program 

Pengetahuan dan pemahaman pegawai/staf terhadap program kegiatan yang 

akan dilaksanakan sangatlah penting dalam pencapaian hasil penerimaan pajak hotel 

dikarenakan yang akan melaksanakan program tersebut adalah para pegawai/staf  itu 

sendiri. Keberhasilan suatu program ditentukan dari pengetahuan serta pemahaman 

yang baik terhadap tugas yang dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan 

Bapak Muh. Yusuf Azis Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota 

Parepare bahwa: 
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“Untuk bidang penagihan semua pegawai tahu dan paham pada setiap 
program yang dijalankan, seperti misalnya saat mereka turun melakukan 
program monitoring di hotel dimana mereka itu tidak asal turun saja tetapi 
mereka melihat, mendata bahkan menunggu untuk memantau setiap transaksi 
atau pengunjung yang datang”

101
 

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Amriadi Staf Bidang Penagihan Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare terkait tugas yang dilaksanakan bahwa: 

 
“Kami selaku petugas monitoring terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas 
kepada pihak hotel selanjutnya kami akan melakukan pendataan terkait 
dengan transaksi dan pengunjung yang datang, karena setiap pengun jung 
yang datang dikenakan pajak dan di data menggunakan alat monitoring pajak 
online yang telah disediakan”

102
 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pegawai/staf 

harus mengetahui setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, karena tanpa 

adanya pengetahuan dan pemahaman akan program tersebut maka suatu program 

tidak akan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

c. Hubungan Kerja 

Terciptanya hubungan kerja yang baik akan berdampak pada efektivitas kerja 

yang baik pula yang muncul dari komunikasi yang baik diantara semua pegawai/staf 

dalam melakukan setiap kegiatan. Sehingga dapat terjalin rasa saling membutuhkan 

satu sama lain untuk menciptakan tujuan yang akan dicapai yaitu terselesaikannya 

setiap pekerjaan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang 

Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa: 

 
“Kalau masalah komunikasi dan kerjasama baik itu dari bidang pendapatan 
maupun bidang penagihan tentunya kami para pegawai pastinya selalu 

                                                             
101 Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 

Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021. 
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berjalan dengan baik, apalagikan ada tujuan yang harus dicapai dan itu semua 
pastinya sangat membutuhkan kerjasama yang baik”

103
 

Hal yang serupa juga disampaikan oleh staf Bidang Penagihan Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa: 

 
“Komunikasi selalu berjalan baik, baik itu dari bidang penagihan maupun 
pendapatan. Kita juga sering bekerjasama misalnya kalau monitoring kami 
dari penagihan menemukan alat pajak online yang rusak, nanti alatnya akan 
kita bawa ke bidang pendapatan untuk diperbaiki”

104
 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kesuksesan organisasi sangat dipengaruhi oleh hubungan kerjasama dan komunikasi 

yang baik antar semua anggota yang ada dalam organisasi. Karena dalam menjalin 

kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan adanya komunikasi.  

3. Pedekatan Sasaran 

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengupayakan pencapaian 

hasil pajak hotel melalui berbagai upaya berdasarkan pada pendekatan sasaran yang 

berpusat pada output mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil 

(output) yang sesuai dengan rencana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. 

Yusuf Azis Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 

bahwa: 

“Selama ini realisasi pajak hotel kami mulai dari tahun terakhir 2018-2019 ini 
Alhamdulillah tercapai semuanya tetapi itupun juga terkait dengan adanya 
pandemi Covid-19 di awal tahun kemarin itu dimana pajak hotel kami yang 
dianggaran perubahan tahun 2020 tidak tercapai karena adanya pandemi.  
”

105
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Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rahmat Muin Kepala Sub 

Bidang Pendapatan bahwa: 

“Untuk tahun 2018-2020 saya katakan tidak, karna adanya pandemi yang 
sifatnya pasti umum dimana-mana pasti begitu”

106
 

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan kedua informan tersebut 

keberhasilan suatu upaya dapat dilihat dari berhasilnya pencapaian target pajak hotel 

yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi pada setiap tahunnya. Adapun 

target dan realisasi pajak hotel Kota Parepare dari tahun2018-2020 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 Tabel 4.6. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020  

Tahun Anggaran Anggaran Pajak Hotel  Realisasi Pajak Hotel  

2018 1.075.000.000,00 1.108.908.632,00 

2019 1.235.000.000,00 1.364.197.552,00 

2020 1.500.000.000,00 776.381.615,00 

Sumber Data:Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 

Seperti data yang tercantum pada tabel diatas terkait realisasi dan anggaran 

pajak hotel Kota Parepare tahun 2018-2020 dapat dilihat bahwa pajak hotel di Kota 

Parepare anggaran tahun 2018-2019 dapat mencapai target yang telah ditentukan, 

namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan tidak mencapai target disebabkan 

oleh adanya pandemi Covid-19 dimana pada saat itu Kota Parepare sempat memasuki 

zona merah sehingga berdampak pada rendahnya jumlah pengunjung yang datang 

menginap di hotel. Pada tahun 2018  realisasi pajak hotel mencapai 1.108.908.632 
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rupiah dengan jumlah anggaran sebesar 1.075.000.000 rupiah. Selisih antara anggaran 

penerimaan pajak hotel tahun 2018 dengan realisasinya sebesar  33.908.632 rupiah, 

dengan persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran 

penerimaan pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu sebesar 103%. Sedangkan 

pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yang merupakan  penerimaan 

yang diperoleh dari sumber-sumber dari dalam wilayah Kota Parepare sendiri sebesar 

88,58% . Tahun 2018 pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel sudah dapat 

dikatakan efektif dengan persentase di atas 100%. 

Kemudian pada tahun 2019 Kota Parepare kembali mampu merealisasikan 

penerimaan pajak hotel sebesar 1.364.197.552 rupiah dari jumlah yang dianggarkan 

pada tahun tersebut sebesar 1.235.000.000 rupiah. Dengan selisih anggaran 

penerimaan pajak hotel tahun 2019 dengan realisasinya sebesar 129.197.552 rupiah, 

dengan persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran 

penerimaan pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu sebesar 110%. Sedangkan 

pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 87,76%. Pada 

tahun 2019 pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare juga efektif 

dengan persentase diatas 100%. 

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat Muin 

selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 

sebagai berikut: 

“Realisasi pendapatan dikatakan efektif apabila sudah mencapai 100%, 
semakin besar realisasi yang didapatkan daripada yang dianggarkan maka 
semakin baik”

107
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Menurut Sujadi F.X dalam mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah 

dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur salah satunya berhasil guna, yaitu untuk 

menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam artian target 

tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
108

 

Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare 

tidak dapat mencapai target anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar 

776.381.615 rupiah dengan jumlah anggaran sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dengan 

persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran penerimaan 

pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu hanya sebesar 52%. Sedangkan pencapaian 

dari penerimaan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 112,82%. Pada tahun 2020 

dikarenakan adanya pandemi Covid-19 serta adanya pemberlakuan peraturan 

pemerint  ah untuk social distancing, physical distancing, dan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) guna untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Yang 

memberikan dampak langsung pada penerimaan pajak hotel di Kota Parepare 

dikarenakan kurangnya masyarakat yang datang untuk menginap di hotel sehingga 

menyebabkan tingkat okupansi rendah yang berdampak pada omset penerimaan pajak 

hotel di Kota Parepare yang menyebabkan pencapaian realisasi penerimaan pajak 

hotel Kota Parepare tidak efektif dikarenakan target yang telah ditentukan tidak dapat 

tercapai. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agung Kurniawan yang mengutip 

pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik yaitu 

                                                             
108 Sujadi F. X, Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen (Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet 

Ke-3, h. 13. 
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pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara 

efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
109
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pemerintah Kota Parepare masih belum optimal dalam menggali potensi pajak 

hotel yang ada. Potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila 

dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi. Dimana pada 

tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar 1.108.908.632 

rupiah dengan jumlah potensi yang ada berdasarkan pada hasil survey dilapangan 

sebesar 6.613.978.229 rupiah, terjadi selisih yang sangat besar antara realisasi 

penerimaan dengan potensi yang ada yaitu sebesar 5.505.069.597 rupiah. Pada 

tahun 2019 realisasi peneriman pajak hotel hanya sebesar 1.364.197.552 rupiah 

dengan jumlah potensi yang ada yaitu sebesar 6.497.191.314 rupiah, selisih antara 

realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi yang ada sangat besar yaitu 

sebesar 5.132.993.762 rupiah. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak 

hotel relatif kecil hanya sebesar 776.381.615 rupiah, dan tidak sesuai dengan 

potensi yang ada yaitu sebesar 6.117.467.628 rupiah, dengan selisih yang sangat 

besar antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi hasil survey 

dilapangan sebesar 6.117.467.628 rupiah. 

2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel Kota Parepare ada dua faktor 

yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu tingkat 

okupansi (hunian) serta kempuan untuk mempromosikan Kota Parepare dengan 

adanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan faktor penghambat yang 

mempengaruhi penerimaan pajak hotel ada dua yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor BKD 
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Kota Parepare diantaranya yaitu  adalah tidak maksimalnya petugas pajak BKD 

Kota Parepare dalam mengawasi pemungutan pajak hotel, keterbatasan sumber 

daya manusia, serta sarana penunjang yang tidak memadai. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu adanya pandemi Covid-19, tingkat kesadaran wajib pajak yang 

rendah, dan wajib pajak tidak melaporkan objek pajaknya. 

3. Pemerintah Kota Parepare sudah efektif dalam merealisasikan anggaran 

penerimaan pajak hotel di Kota Parepare dimana jumlah realisasinya sudah 

mencapai target yang telah ditentukan, terkecuali pada tahun 2020 tidak dapat 

terealisasikan dikarenakan dengan adanya pandemi yang berdampak langsung 

terhadap penerimaan dari sektor pajak hotel. Dimana pada tahun 2018 jumlah 

realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare sebesar 1.108.908.632 rupiah 

dengan jumlah anggaran yaitu sebesar 1.075.000.000 rupiah. Dan pada tahun 

2019 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 1.364.197.552 rupiah dengan 

jumlah anggaran sebesar 1.235.000.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 

jumlah realisasinya menurun sebesar 776.381.615 rupiah dengan jumlah yang di 

anggarkan sebesar 1.500.000.000 rupiah.  Adapun upaya pemerintah Kota 

Parepare dalam mencapai hasil penerimaan pajak hotel dengan tiga pendekatan 

yaitu pendekatan sumber dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk 

mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak hotel. Diantaranya yaitu 

melakukan program optimalisasi pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu 

program ekstensifikasi pendapatan dan program intensifikasi pendapatan, serta 

melakukan pengawasan dengan adanya tim monitoring pajak online, 

pembentukan tim penagih untuk pajak hotel dan sosialisasi terkait dengan 

ketaatan membayar pajak, serta adanya apresiasi terhadap wajib pajak yang taat. 
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Pendekatan proses dengan melibatkan staf dalam membuat program, pengetahuan 

staf akan program, serta hubungan kerja.  

B.  Saran 

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai 

acuan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel untuk merumuskan 

kembali dan mencari strategi agar penerimaan dan pengelolaan pajak hotel 

lebih meningkat dan efektif lagi salah satunya dalam mengawasi pemungutan 

pajak karena wajib pajak tentu akan menghitung sekecil-kecilnya pajak yang 

harus dia bayarkan kepada BKD sebab tidak semua wajib pajak jujur dalam 

menghitung pajaknya.  

2. Bagi Pihak Hotel di Kota Parepare 

Diharapkan kepada wajib pajak hotel yang terdaftar maupun yang 

belum mendaftarkan sebagai wajib pajak hotel di Kota Parepare agar lebih 

meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya 

guna untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Karena 

pajak yang anda bayarkan sebenarnya bukan dari anda selaku pemelik usaha 

melainkan dibebankan kepada pengunjung yang datang. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada pajak hotel, mungkin 

pada penelitian selanjutnya bisa mengkaji dari dua sektor yang saling 

berkaitan yaitu pajak hotel dan pajak restoran. 
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VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN 

SKRIPSI 

 

NAMA MAHASISWA:      RINA ARISKA 

NIM :      17.2800.024 

FAKULTAS :      EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PROGRAM STUDI :      AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

JUDUL : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL 

TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) DI KOTA PAREPARE 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak hotel di Kota Parepare? 

2. Apakah penetapan target pajak hotel di Kota Parepare telah sesuai dengan 

potensi pajak hotel yang ada? 

3. Apakah ada pendataan atau pembaharuan data wajib pajak hotel (potensi 

pajak) yang dilaksanakan di Kota Parepare?  

4. Apakah target pajak hotel yang telah ditetapkan dapat diubah dalam suatu 

tahun anggaran? Apabila iya, apa saja pertimbangan perubahannya? 
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5. Bagaimana tingkat keberhasilan penerimaan pajak hotel di Kota Parepare?  

6. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tercapainya target pajak 

hotel?   

7. Bagaimana pendapat anda terkait sistem dan prosedur yang ada pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare apakah sudah berjalan dengan baik atau 

belum? Kelemahan atau hambatan apakah yang selama ini masih terjadi? 

8. Apa saja upaya yang yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan 

pajak hotel? 

9. Seberapa besar peranan pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Parepare? 

10. Apakah selama ini peranan pajak hotel di Kota Parepare selalu ada 

peningkatan? 

11. Sejauh mana sistem pengawasan Bapak/Ibu tentang pajak hotel di Kota 

Parepare?  

12. Apakah ada bentuk penyuluhan kepada wajib pajak yang dilaksanakan di 

Kota Parepare? Apa saja media yang digunakan? 

13. Bagaimana cara membayar pajak hotel di Kota Parepare? 

14. Dalam kondisi apa penagihan pajak hotel itu dilakukan? 

15. Berapa lama jangka waktu membayar pajak hotel (pembayaran rutin) di Kota 

Parepare? 

16. Apakah ada keluhan dari wajib pajak hotel kepada Bapak/Ibu? 

17. Apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam pembukuan penerimaan pajak 

hotel? Dapatkah dijelaskan? 
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18. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target yang telah 

ditetapkan? Apakah telah mencapai target, khususnya pada tahun 2018-2020? 

Apabila tidak, apakah yang menjadi kendala? 

19. Apakah tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dapat mempengaruhi 

peningkatan PAD Kota Parepare? 

20. Apa masalah/kendala yang sering dihadapi oleh petugas terkait monitoring 

pajak hotel di Kota parepare? 

21. Bagaimana pelaksanaan kegiatan monitoring pajak hotel dilapangan?  

22. Apakah setiap pegawai/staf sudah memiliki tingkat pengetahuan terhadap 

program yang telah dilakukan? 

23. Apakah dalam pembuatan program setiap pegawai mengetahui dan terlibat 

dalam setiap program yang akan dilaksanakan kedepannya? 

24. Apakah ada kendala terkait pembayaran pajak hotel? Jelaskan! 

25. Apakah jumlah pajak yang Bapak/Ibu bayarkan membebani secara bisnis? 

26. Manfaat apa yang Bapak/Ibu peroleh dari Pemerintah Daerah Kota Parepare 

sebagai wajib pajak hotel?  

27. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan hotel?   

28. Aturan apa yang menjadi kendala untuk ditaati terkait dengan penarikan pajak 

hotel di Kota Parepare? 
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Lampiran 3. Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 

1. Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak hotel di Kota Parepare? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, dalam penentuan target pajak hotel 

ada beberapa indikator dan parameter yang kita gunakan yakni, yang pertama 

pastinya faktor potensi yang ada, kemudian yang kedua faktor kemampuan 

realisasi tahun sebelumnya, dan yang ketiga pastinya pertumbuhan ekonomi, 

bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kita ambil. GRO (Guest 

Relation Officer) yang selama ini menjadi variabel-variabel kami dalam 

penentuan target. Tentunya kondisi menjadi pengecualian bilamana seperti 

adanya kondisi pandemi, dimana pandemi berdampak langsung terhadap 

tingkat okupansi hotel. Okupansi itu sendiri merupakan tingkat hunian, 

otomatis apabila tingkat hunian rendah pasti omsetnya juga berkurang, apabila 

omset berkurang akan berdampak langsung pada pajak penerimaan dimana 

setor pajak hotel juga pasti searah berkurang juga. 

2. Apakah penetapan target pajak hotel di Kota Parepare telah sesuai dengan 

potensi pajak hotel yang ada? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, tahun ini kita juga menambah 

variabel yakni adanya kajian-kajian ilmiah akademik itu sudah kita lakukan 

juga pada tahun ini, semakin banyak variabel atau parameter penetapan 

potensi pertimbangan artinya target yang kita tetapkan itu akan semakin 

mencerminkan potensi yang ada. Artinya semakin banyak variabel 

pertimbangan pastinya semakin kuat. 
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3. Apakah ada pendataan atau pembaharuan data wajib pajak hotel (potensi 

pajak) yang dilaksanakan di Kota Parepare? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, kalau masalah pendataan selama 

pandemi kita tidak bisa mengambil pendataan tetapi sebelum-sebelumnya ada 

pendataan. Sebenarnya pendatan juga itu cuma sebagai Sampling data omset, 

tapi karena pajak hotel itu salah satu jenis pajak yang menganut sistem Self 

Assessment atau menghitung dan membayar dan melaporkan pajak sendiri 

sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Tata 

Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jadi untuk pajak hotel sendiri itu wajib pajak 

menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Jadi bisa dijadikan 

referensi PP 55 Tahun 2016 sandingkan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang 

PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata menjalaskan , 

kami menghitung sendiri sesuai dengan tarif pajak 10% dari omset yang ada 

setiap bulannya. 

Ibu Ratna Reception hotel Kenari menjelaskan, iya untuk pajaknya itu 

dihitung sendiri sesuai tarif pajak 10%. 

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, iya 

menghitung sendiri secara manual dikarenakan tidak ada alat jadi omsetnya 

itu dipotong 10%. 

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah 

menjelaskan, bukan kami yang menghitung sendiri karna sekarangkan sistem 

online ada alat dari BKD untuk pelaporan pajak online, jadi setiap kamar yang 

di input selama sebulan di alat itu akan terhitung langsung jumlahnya di BKD. 
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Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan, ia kami 

menghitung sendiri pajaknya secara manual. 

Bapak Tahang selaku pemilik rumah kos di IAIN Parepare 

menjelaskan, disini ada 15 kamar, dan tidak dikenakan pajak oleh pemerintah. 

4. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tercapainya target pajak 

hotel?   

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, yang mempengaruhi penerimaan 

pajak hotel dek pastinya dengan tingkat okupansi (hunian) yang tinggi pasti 

omset pajaknya juga tinggi termasuk didalamnya adanya promosi- promosi 

wisata oleh pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah yang membidangi 

yakni Dinas Olahraga Pemuda dan Kepariwisataan melakukan agenda-agenda 

wisata yang sifatnya rutin. Yang selanjutnya adalah kemampuan kita sendiri 

untuk menjual Parepare termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pemerintah 

yakni kebijakan program 10.000 telapak kaki yang sebenarnya dari esensinya 

itu kita mengundang  orang-orang untuk datang ke Kota Parepare. Apabila dia 

datang kita mengundang orang yang biasanya hanya singgah kita undang dia 

untuk menginap, otomatis apabila dia menginap minimal sebagian 30% 

menginap di rumah keluarganya selebihnya pasti ada yang menginap di hotel-

hotel. Kalau misalnya hanya singgah satu jam usahakan Parepare  dengan 

daya tariknya membuat mereka agar bisa untuk menginap. Dan kalaupun 

cuma singgah untuk sekedar makan ditawarkan untuk menginap supaya 

memberikan pemasukan pada pajak restoran sekaligus pajak hotel. 

Ibu Ratna Reception hotel Kenari menjelaskan, jumlah pengunjung 

yang datang pastinya berpengaruh untuk penerimaan hotel. 
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Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, 

untuk penerimaan hotel yah itu dari pengunjung pastinya, tapi untuk disini 

pengunjung sepi karenakan bisa lihat sendiri parkirannya bagaimana, untuk 

ukuran itu hanya muat 1 mobil saja. 

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah 

menjelaskan, banyaknya orang menginap menjadi pemasukan untuk kita 

karnakan perhitungannya itu per kamar. 

Ibu Irma menjalaskan,  yang mempengaruhi penerimaan hotel pastinya 

tamu yang datang, apabila tamu yang datang menginap banyak otomatis 

penerimaan juga tinggi. 

5. Apakah target pajak hotel yang telah ditetapkan dapat diubah dalam suatu 

tahun anggaran? Apabila iya, apa saja pertimbangan perubahannya? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, bahwa pertimbangan perubahannya 

bisa iya dan bisa juga tidak, bisa berkurang dan bisa juga bertambah. Seperti 

halnya pada saat ini dalam kondisi pandemi dapat kita ambil contoh sederhana 

di tahun 2021, dimana awalnya di APBD pokok kita berharap 2021 kita sudah 

lepas dari pandemi, namun ternyata kita mengambil pajak hotel di Mindset 

kita sudah Move On bergerak kembali mulai dari awal tahun, ternyata 2021 

lah puncaknya dimana masih diterapkan kebijakan pemerintah tentang 

pembatasan sosial masyarakat. Jadi kebijakan itu pastinya berbanding lurus 

dengan mempengaruhi sektor-sektor usaha seperti halnya perhotelan. Dengan 

kebijakan-kebijakan itu menjadi dasar kita dimanakan ada yang namanya 

siklus jadi memang yang namanya perencanaan saja selagi yang membuat 

perencanaan itu adalah manusia pasti itu tidak akan sempurna. Jadi biasa kita 
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lakukan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) rasionalisasi 

taget, tapi biasa juga rasionalisasi taget itu justru yang di targetkan dalam awal 

tahun kita targetkan 2 Miliar ternyata di bulan 10 kita sudah mencapai target. 

Di APBD perubahan kita ubah, ternyata masih ada potensi target sekian yang 

bisa kita maksimalkan salah satunya taget pada tahun itu menjadi 2,5 Miliar. 

Ada yang dinamakan APBD perubahan yang bisa iya dan bisa tidak, bisa 

bertambah dan bisa berkurang. 

6. Apa saja upaya yang yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan 

pajak hotel? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, apabila membahas upaya 

penerimaan pajak hotel konsepsi dari pajak hotel itu sendiri adalah termasuk 

di dalamnya kos, penginapan, wisma. Kalau upaya-upaya pastinya ada 

namanya program optimalisasi pendapatan itu ada dua arah, satu namanya 

program ekstensifikasi pendapatan dan ada yang namanya intensifikasi 

pendapatan. Kalau intensifikasi pendapatan kita melakukan pendataan-

pendataan yang lebih sifatnya pemuktahiran data pada wajib pajaknya, 

usahanya dimana kita lakukan penongkrongan yang mana dulunya kita cuma 

selalu melaporkan omsetnya cuma 300 ribu dalam satu hari, namun dengan 

cara kita tongkrongi yang dianggap tidak rasional, kita lakukan penungguan, 

pendataan, biasa saja kita dapatkan menjadi 500 ribu. Kalau ekstensifikasi 

pendapatan kita lakukan identifikasi wajib pajak baru, contoh di daerah IAIN 

sudah ada banyak kos-kosan disana, kita lakukan identifikasi disana daftar dan 

lakukan pembukuan pajak baru. 
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Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah 

menjelaskan, dari pemerintah biasa ada promosi seperti baru-baru ini ada 

acara dari pemerintah kota sepak takraw, tinju, dimana atletnya ditempatkan 

disini untuk menginap, jadi otomatis dibantu mempromosikan. Dan jalan 

depan hotel juga sudah bagus. 

Ibu Irma menjalaskan,  saya tidak tau manfaat apa yang diperoleh 

dalam membayar pajak. 

Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan, untuk jalan depan 

hotel itu sudah bagus karna sering ada perbaikan. 

Ibu Devi Tasik Layuk Accounting hote Pare Beach menjelaskan, ada 

promosi dari pemerintah karena tepat waktu dalam membayar pajak. 

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, 

tahun sebelumnya sering ada promosi tapi selama pajaknya menunggak itu 

tidak ada lagi. 

7. Sejauh mana sistem pengawasan Bapak/Ibu tentang pajak hotel di Kota 

Parepare? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, sekarang sistem pengawasan 

monitoring pajak hotel yang ada di Kota Parepare yakni sejak tahun 2019 kita 

namanya implementasi penerapan pajak online. Jadi, penerapan pajak online 

itu ada dua langkah yaitu pemasangan perangkat pajak online di hotel-hotel 

yakni MPOS (Monitoring Payment Online System), yang kedua dengan 

adanya MPOS itu kita membentuk namanya satuan petugas (satgas) yang 

terdiri dari yang namanya tim monitoring pajak online yang bertugas 
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melakukan pengawasan secara harian. Jadi, teman-teman, satgas, tim itu turun 

setiap hari minimal dua kali sehari untuk melakukan pengecekan. 

8. Apakah ada bentuk penyuluhan kepada wajib pajak yang dilaksanakan di 

Kota Parepare? Apa saja media yang digunakan? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, secara priodik kita lakukan 

sosialisasi- sosialisasi, bukan cuma kita dalam struktur pemerintah Kota 

Parepare baik eksekutif maupun legislatif secara berkesinambungan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pajak daerah. 

Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata menjalaskan,  

untuk penyuluhan itu ada menggunakan mesin pajak. 

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah 

menjelaskan, untuk sosialisasinya itu ada seperti disuruh menggunakan alat 

pajak online. 

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, 

sebelum Covid-19 sosialisasi itu ada seperti biasanya menghadiri undangan 

rapat tapi setelah Covid-19  tidak pernah lagi. Dan untuk alat pajak disini 

kami tidak menggunakan alat. 

Ibu Devi Tasik Layuk Accounting hote Pare Beach menjelaskan, biasa 

ada penyuluhan yang dilakukan di Kantor Walikota Parepare. 

9. Bagaimana pendapat Bapak terkait sistem dan prosedur yang ada pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare apakah sudah berjalan dengan baik atau 

belum? Kelemahan atau hambatan apakah yang selama ini masih terjadi? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, apabila kita menginginkan 

kesempurnaan itu belum, tapi arahnya kita menuju ke yang lebih baik, artinya 
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pasti evaluasi-evaluasi kita lakukan. Apabila pertanyaannya baik atau tidak itu 

sifatnya relatif, mungkin saja kalau target saya sekarang itu Sidrap mungkin 

sudah baik sekali tapi kalau saya Parepare karna Kota untuk saya itu masih 

belum cukup. Kalau masalah hambatan-hambatannya pastinya SDM dari 

pihak kami, kesadaran para pelaku usaha atau masyarakat. 

10. Seberapa besar peranan pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Parepare? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, kalau masalah itu bisa kita lihat 

peranannya kontribusinya melalui data yang bisa kita ambil. Jadi kalau PAD 

sistemnya membagi realisasi pajak hotel dengan PAD kemudian dikali 100 

akan mendapatkan kontribusi pajak hotel atas PAD. 

11. Apakah selama ini peranan pajak hotel di Kota Parepare selalu ada 

peningkatan? 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, untuk tahun 2018-2020 saya 

katakan tidak , karna adanya pandemi yang sifatnya pasti umum dimana-mana 

pasti begitu. 

12. Bagaimana tingkat keberhasilan penerimaan pajak hotel di Kota Parepare? 

(Berapa besar persentase sehingga dapat dikatakan efektif) 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, realisasi pendapatan dikatakan 

efektif apabila sudah mencapai 100%, semakin besar realisasi yang 

didapatkan daripada yang dianggarkan maka semakin baik. 

13. Dalam kondisi apa penagihan pajak hotel itu dilakukan? 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, pajak hotel kita lakukan tidak 

ada dalam kondisi apapun yang jelasnya yang namanya pajak itu tetap kita 
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tagih tiap bulannya, tiap bulan berjalan jadi tidak ada yang mengatakan bahwa 

dalam kondisi apa yang jelasnya itu pajak hotel tetap kita akan tagih tiap 

bulannya. 

14. Apakah ada keluhan dari wajib pajak hotel kepada Bapak? 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, palingan keluhan-keluhan dari 

wajib pajak hotel itu dengan adanya pandemi, dimana pandemi inikan bukan 

cuma dirasakan di Indonesia tapi sudah mendunia, karna kenapa kurangnya 

dari masyarakat yang masuk untuk menginap di hotel dengan adanya aturan 

dari pemerintah tentang pembatasan sehingga pemasukan mereka itu 

berkurang, karena dimana kemarin itu wabah pandemi di Kota Parepare 

sempat memasuki zona merah. Tapi Alhamdulillah pajak hotel di Kota 

Parepare bisa masuk sesuai dengan target yang telah ditetapkan.   

Ibu Irma menjalaskan,  kendalanya itu dari segi jumlah yang harus 

dibayarkan, karena adanya pandemi dan aturan pembatasan waktu dari 

pemerintah Kota Parepare. 

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah 

menjelaskan, selama pandemi pengunjung lumayan sepi karena sebelumnya 

banyak tamu umum yang datang tapi karena adanya pandemi jadi berkurang. 

Ibu Aisyah Admin hotel Rich menjelaskan, asal kita tau yah disini itu 

tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 itu kita tutup karna pandemi. Dan baru 

buka itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. 

15. Apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam pembukuan penerimaan pajak 

hotel? Dapatkah dijelaskan? 
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Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, di dalam pembukuan itu ada 

yang namanya realisasi, jadi realisasi inilah tiap masyarakat menyetor atau 

staf kami dari bidang penagihan yang turun langsung untuk menagih, begitu 

selesai langsung di setor di kas daerah dan hasil dari kas daerah langsung 

kami akan input kembali di pembukuan, dan itu tidak ada masalah. 

16. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target yang telah 

ditetapkan? Apakah telah mencapai target, khususnya pada tahun 2018-2020? 

Apabila tidak, apakah yang menjadi kendala? 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, selama ini realisasi pajak hotel 

kami mulai dari tahun terakhir 2018-2019 ini Alhamdulillah tercapai 

semuanya tetapi itupun juga terkait dengan adanya pandemi Covid-19 di awal 

tahun kemarin itu dimana pajak hotel kami yang dianggaran perubahan tahun 

2020 tidak tercapai karena adanya pandemi.  

17. Apakah penerimaan pajak hotel di Kota Parepare khususnya pada tahun 2018-

2020 sudah efektif? 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, bagi saya bidang penagihan 

terkait dengan realisasi itu sudah termasuk efektif. Karena kenapa, kami bisa 

bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kecuali tahun 2020 karna 

memang ada pandemi. 

18. Apakah tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dapat mempengaruhi 

peningkatan PAD Kota Parepare? 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, bahwa hal tersebut sangat 

berpengaruh sekali, karena kenapa disitulah di Kota Parepare ini dimana Kota 

kita ini pemasukannya itu lebih besar dari sektor pajak hotel dan restoran. 
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19. Berapa lama jangka waktu membayar pajak hotel (pembayaran rutin) di Kota 

Parepare? 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, pembayaran rutin pajak hotel 

itu adalah sebulan sekali kita akan pungut pajaknya. 

20. Bagaimana cara membayar pajak hotel di Kota Parepare? 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, cara pembayarannya itu bisa 

langsung datang ke kas daerah, bisa juga dengan transfer, dan bisa juga staf 

kami dalam hal ini staf yang bertugas untuk menagih pajak hotel. 

Bapak Amriadi menjelaskan, kebanyakan wajib pajak tidak datang ke 

kantor tetapi kita yang menjemput langsung pajaknya karena katanya sangat 

membantu dan tidak memakan waktu. 

Ibu Ratna Reception hotel Kenari menjelaskan, kalau kita ini kadang 

melakukan pembayaran langsung kadang juga staf yang datang menjemput. 

Kalau masalah sistem jemputnya itu sangat membantu apalagi kalau kami 

sedang sibuk. 

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, 

pembayarannya itu staf yang langsung menjemput kesini. 

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah 

menjelaskan, kalau disini staf dari BKD yang datang menjemput. Sistem 

jemput pajak yang dilakukan juga sangat memudahkan bagi kami. 

Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan, iya dari staf yang 

menjemput langsung. Sistem menjemput pajaknya juga membantu karena kita 

tidak repot lagi untuk kesana membayar pajaknya. 
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21. Apa masalah/kendala yang sering dihadapi oleh petugas terkait monitoring 

pajak hotel di Kota parepare?  

Bapak Amriadi menjelaskan, Kendalanya itu saat pihak hotel tidak 

menggunakan alat pajak online yang telah disediakan saat tamu hotel 

melakukan transaksi kepada pihak hotel. 

22. Bagaimana pelaksanaan kegiatan monitoring pajak hotel dilapangan?  

Bapak Amriadi menjelaskan, Kami selaku petugas monitoring terlebih 

dahulu memperlihatkan surat tugas kepada pihak hotel selanjutnya kami akan 

melakukan pendataan terkait dengan transaksi dan pengunjung yang datang, 

karena setiap pengunjung yang datang dikenakan pajak dan di data 

menggunakan alat monitoring pajak online yang telah disediakan. 

Dan dalam melakukan monitoring atau penagihan pajak kami turun 

menggunakan kendaraan masing-masing. 

23. Apakah setiap pegawai/staf sudah memiliki tingkat pengetahuan terhadap 

program yang telah dilakukan? (Pendekatan Proses) 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, Untuk bidang penagihan semua 

pegawai tahu dan paham pada setiap program yang dijalankan, seperti 

misalnya saat mereka turun melakukan program monitoring di hotel dimana 

mereka itu tidak asal turun saja tetapi mereka melihat, mendata bahkan 

menunggu untuk memantau setiap transaksi atau pengunjung yang datang. 

24. Apakah dalam pembuatan program setiap pegawai mengetahui dan terlibat 

dalam setiap program yang akan dilaksanakan kedepannya? 

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, Iya pastinya semua pegawai 

terlibat karena mereka penting untuk tahu semua program yang akan 
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dilaksanakan. Biasanya kami itu kumpul bersama atau mengadakan rapat 

untuk membahas semuanya. 

Bapak Amriadi menjelaskan, Iya kami sebagi pegawai/staf ikut terlibat 

dalam setiap rapat untuk pembentukan setiap program yang akan dilakukan. 

Bapak Amriadi juga menjelaskan, rapat yang dilakukan tidak hanya 

per bidang saja tapi biasa juga diadakan rapat gabungan bidang penagihan dan 

pendapatan. 

25. Bagaimana komunikasi dan kerjasama yang terjalin antar pegawai Bidang 

Penagihan dan Bidang Pendapatan? 

Bapak Amriadi menjelaskan, komunikasi selalu berjalan baik, baik itu 

dari bidang penagihan maupun pendapatan. Kita juga sering bekerjasama 

misalnya kalau monitoring kami dari penagihan menemukan alat pajak online 

yang rusak, nanti alatnya akan kita bawa ke bidang pendapatan untuk 

diperbaiki. 

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, kalau masalah komunikasi dan 

kerjasama baik itu dari bidang pendapatan maupun bidang penagihan tentunya 

kami para pegawai pastinya selalu berjalan dengan baik, apalagikan ada 

tujuan yang harus dicapai dan itu semua pastinya sangat membutuhkan 

kerjasama yang baik. 

26. Apakah jumlah pajak yang Bapak/Ibu bayarkan membebani secara bisnis? 

Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata menjalaskan, iya 

sangat membebani 

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah 

menjelaskan, tidak membebani karena inikan pemotongannya cuma 10%. 
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